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ABSTRAK 
Skripsi ini adalah hasil penelitian kepustakaan dengan judul Tinjauan al-
Mas{lah{ah terhadap Pemikiran Ibnu Hazm tentang Kebolehan Menikah dengan 
Saudara Sepersusuan. Rumusan masalah adalah: Bagaimana pemikiran Ibnu 
Hazm tentang kebolehan menikah dengan saudara sepersusuan? Bagaimana 
tinjauan al-mas}lah}ah terhadap pemikiran Ibnu Hazm tentang kebolehan menikah 
dengan saudara sepersusuan?  
Data penelitian yang digunakan penulis adalah berbasis kepustakaan. 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu memaparkan data-data 
yang terkait dengan pendapat Ibnu Hazm tentang kebolehan menikah dengan 
saudara sepersusuan yang ditemukan dalam berbagai literatur dan kesimpulannya 
diambil melalui logika induktif, yaitu memaparkan masalah-masalah yang 
bersifat khusus kemudian ditarik suatu kesimpulan yang bersifat umum dengan 
menggunakan pendekatan mas}lah}ah.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Ibnu Hazm membolehkan 
pernikahan antar saudara sepersusuan, karena menurut Ibnu Hazm yang disebut 
sepersusuan atau rad{a>’ah yang menyebabkan mahram adalah antara mulut bayi 
dan tetek perempuan bertemu secara langsung. Apabila tidak secara sempurna 
atau tidak langsung, seperti dicampur dengan makanan atau minuman, maka hal 
itu tidak menyebabkan hubungan nasab dan keharaman perkawinan. Oleh karena 
itu, tidak menyebabkan keharaman perkawinan. Ditinjau dari sudut pandang al-
mas}lah}ah, pendapat Ibnu Hazm tentang membolehkan adanya pernikahan antara 
saudara sepersusuan yang disebabkan karena persusuan terpisah ini tidak sesuai 
dengan nas}, meskipun mencoba menjembatani antara alam teks (manqu>l) dan 
logika (ra’yu>). Pendapat Ibnu Hazm ini dianggap sesuatu yang dilarang, dan 
dilarangnya pernikahan antara saudara sepersusuan ini termasuk dalam al-
mas}lah}ah al-mu‘tabarah, yaitu kemaslahatan yang didukung oleh shara>‘ dimana  
ada dalil khusus atau spesifik yang menjadi dasar bentuk dan jenis kemaslahatan 
tersebut. Tujuan dalam pembentukan hukum suatu kejadian dapat mendatangkan 
keuntungan kepada kebanyakan umat manusia. Pendapat ini juga bertentangan 
dengan prinsip al-mas}lah}ah, khususnya pada hifz} al-nasl (memelihara keturunan). 
Berdasarkan penelitian ini, maka disarankan kepada masyarakat muslim, 
khususnya di Indonesia, agar berhati-hati dalam menyikapi permasalahan rad}a>’ah 
atau susuan. Karena persusuan merupakan masalah yang sangat urgen serta 
mempunyai akibat yang sangat erat hubungannya dengan perkawinan, khususnya 
untuk menjaga kemurnian keturunan.  
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BAB I  
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
Pernikahan merupakan kebutuhan fitri setiap manusia yang 
memberikan banyak hasil yang penting, diantaranya untuk membentuk 
sebuah keluarga
1
 dan suatu cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi
manusia untuk beranak, berkembang biak dan kelestarian hidupnya setelah 
masing-masing pasangan siap melakukan peranannya yang positif dalam 
mewujudkan tujuan pernikahan. Firman Allah Swt: 
                    
             
Wahai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari 
seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu 
berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-
mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu 
disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. 
Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha teliti. (QS. Al-
Hujurat: 13)
2
Dalam ayat yang lain, Allah Swt berfirman: 
1
 Ibrahim Amini, Principles of Marriage Family Ethics, Terj. Alwiyah Abdurrahman, Bimbingan 
Islam Untuk Kehidupan Suami Istri (Bandung: al Bayan, 1999), 17. 
2
 Yayasan Penyelenggara Penterjemah al-Qur’an Depag RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, 
(Surabaya: Ramsa Putra, 2002), 517. 




                           
                              
           
 
Wahai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah 
menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah 
menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah 
memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan 
bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-
Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) 
hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan 
mengawasi kamu‛. (QS. Al-Nisa<’: 1)3  
 
Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 
perkawinan disebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan bat}in 
antara  seorang  pria  dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan 
tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal 
berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
4
  
Ada beberapa jenis perkawinan yang dilarang dalam ajaran Islam 
yang mana salah satunya adalah pernikahan sepersusuan atau dalam istilah 
Islam disebut rad}a<’ah. Dalil haramnya pernikahan yang disebabkan oleh 
rad}a<’ah ditemukan dalam Alquran dan al Sunnah. Di dalam Al-Qur’an Allah 
SWT berfirman dalam surah al-Nisa<’ ayat 23 sebagai berikut: 
                                                          
3
 Ibid..., 77. 
4
 Tim Redaksi Citra Media Wacana, Himpunan Undang-Undang Republik Indonesia Tentang 
Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam, (Jakarta: Citra Media Wacana, 2008), 8. 




                        
                      
                            
                          
                         
         
 
 Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang 
perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara 
bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; 
anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-
anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-
ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-
ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam 
pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika 
kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), 
maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) 
isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan 
(dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang 
telah terjadi pada masa lampau. Sesungguhnya Allah maha 
pengampun lagi maha penyayang. (QS. al-Nisa<’: 23)5  
 
Dalam ayat ini disebutkan sepuluh orang wanita yang haram 
dinikahi karena adanya hubungan nasab. Kemudian disebutkan dua orang 
wanita yang haram untuk dinikahi karena adanya hubungan sepersusuan, 
yaitu ibu dan saudara perempuan.  
Adapun dalil sunnah yang mengharamkannya adalah sebagaimana 
sabda Nabi saw berikut:  
                                                          
5
 Yayasan Penyelenggara Penterjemah al-Qur’an Depag RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya..., 81. 





Dari Ibnu Abbas ra; dia berkata: Rasulullah saw bersabda 
berkenaan dengan anak perempuan Hamzah: Dia tidak halal 
bagiku (menikahinya), sesungguhnya dia adalah anak perempuan 
dari saudara laki-laki sepersusuanku, diharamkan akibat susuan 
sebagaimana diharamkan akibat nasab‛. (HR. Muslim) 
 
    Berarti persusuan dapat menyebabkan haramnya menikahi dua dari 
sepuluh perempuan yang telah disebutkan oleh ayat di atas, yaitu yang 




  Imam Abu H{ani>fah, Imam  Maliki, dan Imam Sha>fi’i berpendapat 
bahwa: 
Dan adapun perbedaan dalam hal ini. Sesungguhnya berkata Abu  
H{ani>fah, dan Imam Ma>liki>, dan Imam Sha>fi’i: ‚Menyusu dengan 
dimasukkan lewat hidung, lewat mulut keduanya mengharamkan 
seperti keharamannya rad}a<’‛  
 
                                                          
6
 Abi al-Husain Muslim bin al-Hajaj al-Qushari al-Naisaburi, S{ahih al-Muslim (Beirut: Da>r al-
Fikr, 2008), 1071. 
7
 Yusuf al-Qardhawi, Fatwa-Fatwa Kontemporer, Jilid 3 (Jakarta: Gema Insani, 2002), 417. 
8
 Al-Imam Al-Jalil Ahmad bin Sa’id bin Hazm al-Andalusi, al-Muhalla bi al-Atsar, Juz 10 
(Beirut-Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1984), 186. 




  Pemberian susu dengan dimasukkan lewat hidung dan mulut akan 
menyampaikan air susu tersebut ke bagian yang sama dengan menyusui yang 
dilakukan lewat payudara. Yaitu bersifat menguatkan tulang dan 
menumbuhkan daging. Oleh karena itu, penyusuan dengan dua cara tersebut 
disamakan dengan penyusuan melalui payudara. Di sisi lain, masuknya 
sesuatu melalui hidung juga membatalkan puasa, sama dengan masuknya 
sesuatu melalui mulut. Dengan demikian, hukum yang ditimbulkan oleh dua 




  Sedangkan Ibnu Hazm, seorang ulama dari Madhhab al-Z}ahiri 
berpendapat lain. Beliau berhenti pada petunjuk nas} dan tidak melampaui 
batas-batasnya, sehingga mengenai sasaran, dan sesuai dengan kebenaran. 
Sebagaimana yang dituangkan dalam kitabnya al-Muhalla<, yaitu:10 
 
Adapun persusuan yang menjadikan mahram yaitu persusuan yang 
mana bayi itu menyusu secara langsung dengan mulutnya dari 
puting orang yang menyusui. Sedangkan orang yang diberi minum 
susu seorang wanita dengan menggunakan bejana atau dituangkan 
ke dalam mulutnya lantas ditelannya, dimakan bersama roti atau di 
                                                          
9 Abdullah bin Ahmad bin Qudamah, al-Mughni, terj. M. Sulton Akbar dan Ahmad Nur 
Hidayat, al-Mugni (Jakarta: Pustaka Azzam, 2013), 534. 
10
 Al-Imam Al-Jalil Ahmad bin Sa’id bin Hazm al-Andalusi, Al-Muhalla bi al-Atsar..., 185. 




dalam suatu makanan atau menuangkan ke hidungnya atau di dalam 
telinganya atau menyuntikkan, maka yang demikian itu tidak dapat 
menjadikan mahram, sekalipun memasukkan semua ke dalam 
makanannya‛. 
  Sifat rad}a<’ yang dapat menjadikan tahrim (keharaman) menjadikan 
seseorang dengan yang lainnya mahram yang telah disampaikan oleh Imam 
Laits bin Sa>’ad diambil dari salah satu dua riwayat Imam Ahmad yang 
merupakan pendapat madhhab Ibnu Hazm yaitu: dianggap sepersusuan 
apabila seorang bayi menyedot air susu dengan mulutnya dari puting susu si 
ibu yang menyusuinya (ibu susuan). Adapun bayi yang meminum air susu 
dari ibu susuan lewat sebuah dot atau botol, atau dicampurkan dengan roti, 
atau dicampurkan dengan makanan lain, atau dituangkan di mulutnya, 
hidungnya, telinganya, atau lewat suntikan, maka meskipun hal tersebut 
dilakukan secara rutin selama setahun dan air susu tersebut merupakan 
makanan pokok bagi balita tersebut, tetapi tidak dapat menjadikan hubungan 
sepersusuan. Ibnu Hazm mengatakan pendapat tersebut berdasarkan firman 
Allah Swt:  
     ....             ....  
 
... dan  ibu-ibu  kamu  yang  menyusuimu  dan  saudara-saudara 
sesuanmu...‛. (QS. Al-Nisa <’: 23)11 
 
  Dalam ayat dan hadith di atas ditekankan, haramnya menikahi 
seorang perempuan dikarenakan adanya hubungan persusuan.  
                                                          
11 Yayasan Penyelenggara Penterjemah al-Qur’an Depag RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya..., 81. 




  Dikatakan rad}a<’ah dapat terjadi apabila yang disusui tersebut 
menyedot air susu dengan mulutnya secara langsung dari puting susu ibu 
susuannya. Jadi apabila sepersusuan terjadi dengan tidak adanya syarat-
syarat dalam ayat dan hadith di atas, maka sepersusuan tersebut tidak dapat 
menjadikan hubungan tahrim. Persusuan tersebut dianggap batal dan tidak 
menimbulkan dampak baru dalam mengubah hukum shara<’. Kita 
menyebutnya bukan dengan rad}a<’ tetapi cukup dengan makan, minum, 
suntikkan dan sebutan-sebutan lain sesuai dengan alat yang dipakai untuk 
menyalurkan air susu ke mulut balita.
12
  
  Penunjukan manusia sebagai khalifah di muka bumi pada 
hakikatnya adalah demi kemaslahatan hidup manusia itu sendiri. 
Kemaslahatan tersebut haruslah diciptakan guna terlaksananya tugas dan 
peranan manusia baik sebagai mahluk individu, sosial maupun sebagai 
hamba Allah. Artinya mendatangkan keuntungan bagi mereka dan menolak 
mudarat serta menghilangkan kesulitan dari padanya.13  
  Sehubungan dengan hal tersebut, adapun pengertian al-mas}lah}ah 
secara etimologi berarti sesuatu yang baik, dirasakan lezat, oleh karenanya 
menimbulkan kesenangan dan kepuasan serta diterima oleh akal yag sehat.14 
Al-mas}lah}ah juga berarti manfaat atau suatu pekerjaan yang mengandung 
                                                          
12 Yusuf al-Qardhawi, Fatwa-Fatwa Kontemporer..., 419. 
13
 Abdul Wahhab Khallaf, Kaidah-kaidah Hukum Islam, vol. 2, terjemah Moch. Tochah Mansoer 
dan Iskandar Al-Barsani (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), 127. 
14
 Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh 2 (Jakarta: Kencana, 2014), 232. 




manfaat. Dalam memberikan definisi kepada kata al-masl}ah}ah terdapat 
rumusan yang berbeda. Semula imam al Ghazali mengartikan al-masl}ah}ah 
itu dengan mendatangkan manfaat atau menolak mud}arat. Namun karena 
‚mendatangkan manfaat dan menghindarkan mud}arat‛ itu merupakan 
maksud atau keinginan manusia, bukan maksud Allah, sedangkan al-
masl}ah}ah itu adalah maksud dari Allah yang membuat hukum, maka al 
Gazali membuat rumusan baru yaitu al-masl}ah}ah berarti memelihara tujuan 
shara>’. Sedangkan tujuan shara>’ sehubungan dengan hambanya adalah 
menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.
15
 
  Kemudian secara terminologis, al-masl}ah}ah adalah kemanfaatan 
yang dikehendaki oleh Allah untuk hamba-hambanya, baik berupa untuk 
pemeliharaan agama   mereka, pemeliharaan  kehormatan  diri  serta  




  Al-Qur’an sejak dini telah menggariskan bahwa air susu ibu (ASI), 
baik susu ibu kandung atau bukan, adalah konsumsi terbaik bagi bayi sampai 
usia dua tahun. Dan air susu ibu kandung yang lebih baik tentunya. Karena 
anak merasa tenang dan tentram, sebab menurut ilmuan, bayi ketika itu 
mendengar detak jantung ibunya dan sudah mengenal sejak dalam 




 Asmawi, Perbandingan Ushul Fiqh  (Jakarta: Amzah, 2011), 128. 




kandungan. Detak jantung wanita lain berbeda dengan ibunya sendiri. 
Sebagaimana firman Allah Swt:  
                        ...  
  
Dan para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua 
tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan...‛ 




  Menurut jumhur ulama fiqh dianjurkan seorang ibu untuk menyusui 
anaknya, karena susu ibu lebih baik bagi anaknya dan kasih sayang ibu 
dalam menyusukan anak lebih dalam. Di samping itu menyusukan anak itu 
merupakan hak bagi ibu sebagaimana juga menjadi hak bagi sang anak. Oleh 
karena itu, seorang ibu tidak boleh dipaksakan mempergunakan haknya, 




  ASI merupakan bahan makanan yang diberikan Allah Swt kepada 
seorang bayi melalui payudara ibunya selama dua tahun pada awal masa 
kehidupannya. Menyusui sebaiknya dilakukan setelah proses kelahiran bayi  
dan setiap kali bayi menyusu. Dan sebaiknya bayi pada masa itu diberikan 
dengan susu kolustrum19 yang merupakan nutrisi pertama paling penting 
bagi bayi, karena mengandung antibodi yang melindungi bayi dari infeksi 
                                                          
17 Yayasan Penyelenggara Penterjemah al-Qur’an Depag RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya..., 38. 
18 Wahbah Zuhaiyly, al-Fiqh al-Isla>m wa ‘Adillatuhu (Beirut: Da>r al-Fikr al Ma’a>s{ir, 1997), 7275. 
19
 Susu awal yang dihasilkan payudara selama beberapa hari pertama persalinan. Susu awal ini 
berwarna kekuning-kuningan, kental dan lengket. 








  Karena menyusui merupakan hal yang esensial bagi manusia, maka 
sebagian orang berpikir tentang beragam cara agar semua orang dengan 
segala aktivitas dapat menyusui tanpa mengganggu kinerja kerjanya. Maka 
muncul hal baru seperti bank ASI dan donor ASI dengan tujuan membantu 
para ibu yang tidak bisa menyusui bayinya secara langsung, baik karena 
kesibukan bekerja maupun kesulitan yang lain seperti ASI yang tidak bisa 
keluar, ibu mengidap penyakit yang mempengaruhi produksi ASI-nya dan 




  Namun masih terdapat rasa kekhawatiran dari sebagian masyarakat 
mengenai timbulnya mahram antara donatur susu (para ibu) dengan para 
bayi yang menyusu, sehingga ketika bayi sudah mencapai usia dewasa, 
kemudian dia menikahi wanita yang menyusuinya atau saudara 
sepersusuannya, maka dikhawatirkan terjadi perkawinan yang dilarang 
karena hubungan persusuan. Selain itu fenomena yang terjadi di tengah-
tengah masyarakat belakangan ini adalah adanya bank ASI. Munculnya bank 
ASI ini cenderung membuat semakin menurunnya sikap kehati-hatian 
                                                          
20 Sunardi, Ayah Beri Aku ASI,  Cet. I (Solo: Aqwa Medika, 2008), 48. 
21 Ahmad Dahlan Aziz et.al., Ensiklopedi Hukum Islam (Jakarta: Ichtiar Baru, 2006), 1475. 




masyarakat kepada pentingnya memberi ASI kepada bayi demi 
terpeliharanya kemurnian keturunan. 
  Berangkat dari uraian di atas, berdasarkan pendapat Ibnu Hazm jika 
ditinjau dari segi al-mas{lah{ah-nya, penulis tertarik untuk melakukan 
penelitian lebih lanjut mengenai ‚Tinjauan al-Mas{lah{ah terhadap Pemikiran 
Ibnu Hazm tentang Kebolehan Menikah dengan Saudara Sepersusuan‛.  
  Penelitian ini akan mengkaji dari segi al-mas{lah{ah yaitu segala 
usaha yang dapat menghindarkan atau dapat menyelamatkan atau menjaga 
mad}arat atau kerusakan, terutama dalam pendapat Ibnu Hazm yang 
membolehkan adanya pernikahan dengan saudara sepersusuan. 
 
B. Identifikasi dan Batasan Masalah 
  Berdasarkan latar belakang di atas, terdapat beberapa masalah 
dalam penelitian ini. Penulis mengidentifikasi inti permasalahan yang 
terkandung di dalamnya sebagai berikut: 
1. Beberapa jenis perkawinan yang dilarang dalam ajaran Islam yang mana 
salah satunya adalah pernikahan sebab sepersusuan. 
2. Penyebab haramnya menikahi dua dari sepuluh perempuan yang telah 
disebutkan dalam Al-Qur’an ialah karena sepersusuan. 
3. Fakta perbedaan pendapat antara Imam  Abu  H{anifah,  Imam  Maliki>,  
Imam  Sha>fi’i  dan Imam H{anbali dan pendapat Ibnu Hazm tentang 
kebolehan menikah dengan saudara sepersusuan. 




4. Perbedaan dasar hukum yang dijadikan landasan yang melatar belakangi 
perbedaan pendapat. 
5. Pendapat Ibnu Hazm tentang klasifikasi sepersusuan secara sempurna dan 
sepersusuan secara terpisah. 
6. Manfaat kegunaan ASI bagi bayi dan pentingnya ibu menyusui bayinya. 
7. Tinjauan al-mas}lah}ah terhadap pendapat Ibnu Hazm tentang kebolehan 
menikah dengan saudara sepersusuan. 
  Dengan adanya banyak permasalahan tersebut di atas, maka untuk 
memberikan arah yang jelas atau fokus dalam penelitian ini penulis 
membatasi hanya beberapa masalah saja yaitu: 
1. Pendapat Ibnu Hazm tentang kebolehan menikah dengan saudara 
sepersusuan.  
2. Tinjauan al-mas}lah}ah terhadap pemikiran Ibnu Hazm tentang kebolehan 
menikah dengan saudara sepersusuan. 
 
C. Rumusan Masalah  
  Dari identifikasi dan batasan masalah di atas, maka dapat dipahami 
bahwa masalah pokok yang akan dibahas oleh penulis yaitu: 
1. Bagaimana pemikiran Ibnu Hazm tentang kebolehan menikah dengan 
saudara sepersusuan? 
2. Bagaimana tinjauan al-mas}lah}ah terhadap pemikiran Ibnu Hazm tentang 
kebolehan menikah dengan saudara sepersusuan? 




D. Kajian Pustaka 
  Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian atau 
penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang akan diteliti 
sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak 




  Sejauh penelitian penulis terhadap karya-karya ilmiah berupa buku 
maupun laporan penelitian tentang pemikiran Ibnu Hazm yang terkait 
dengan rad}a>’ah, Ada beberapa karya tulis yang berhubungan dengan 
penelitian yang dilakukan oleh penulis, di antaranya adalah: 
1. Ali Asyhar, dalam skripsinya yang berjudul ‚Akibat Hukum Menyusui 
Orang Dewasa (Studi Analisis Pemikiran Ibnu Hazm)‛. Dalam skripsi ini 
disebutkan bahwa para ulama, termasuk Ibnu Hazm sependapat tentang 
akibat susuan, yaitu haram dari susuan seperti apa yang diharamkan 
karena nasab. Akan tetapi mereka berselisih pendapat masa anak yang 
disusui. Ibnu Hazm tidak memberikan batasan usia anak dalam susuan 
yang mengakibatkan hukum mahram. Yaitu setiap susuan yang terjadi 
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 Tim Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya, Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi, Cet. V 
(Surabaya Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel, 2014), 9. 
23 Ali Ashar, ‚Akibat Hukum Menyusui Orang Dewasa (Studi Analisis Pemikiran Ibnu Hazm)‛ 
(Skripsi--UIN Walisongo, Semarang,  2004). 




2. Subandi, dalam skripsinya yang berjudul ‚Analisis Pemikiran Yusuf 
Qardawi Tentang Bank ASI (Air Susu Ibu) dan Implikasinya Terhadap 
Hukum Rad}a>’ah‛. IAIN Sunan Ampel Surabaya tahun 2009. Dalam 
skripsinya menyimpulkan bahwa menurut Yusuf Qardhawi bahwa bank 
ASI sangatlah membantu orang yang lemah terlebih pada bayi yang 
prematur, bahkan bila perlu susu dibeli jika sang donator tidak berkenan 
memberikan susunya. Memberikan pertolongan tersebut menurut Yusuf 
Qardhawi sesuai dengan nilai-nilai islam. Karena sangat membantu para 
bayi yang terlahir kurang beruntung dengan tidak mendapatkan ASI.
24
 
3. Chairul Anam, dalam skripsinya yang berjudul ‚Konsep Rad{}a>‘ah Menurut 
Hanafiyah dan Yusuf Qardhawi‛. Dalam skripsinya menyimpulkan bahwa 
konsep rad{a>‘ah yang disampaikan oleh Hanafiyah dan Yusuf Qardh}awi 
berbeda. Dalam permasalahan rad{a>‘ah keduanya memiliki pemikiran yang 
tidak sama, bahwa rad}a>’ah adalah meneteknya seorang bayi yang berusia 
di bawah dua tahun kepada seorang wanita yang bukan ibu kandungnya 
dan ASI tersebut sampai pada perut si bayi. Untuk dikatakan sebagai 
rad{a>‘ah Hanafiyah tidak mengharuskan seorang bayi menetek langsung 
pada puting wanita yang menyusui bisa menggunakan media gelas atau 
sejenisnya asalkan air susu itu sampai pada perut si bayi. Namun berbeda 
dengan Yusuf Qardhawi yang mengharuskan proses rad{a>‘ah dengan cara 
menetek langsung jika dengan cara selain itu maka tidak menyebabkan 
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hukum mahram dengan alasan jika tidak dengan cara menetek langsung 
maka tidak ada bedanya dengan makanan lain yang tidak menyebabkan 
hukum mahram. Ada hal lain yang juga menjadi perbedaan antara 
Hanafiyah dan Yusuf Qardhawi yaitu dalam hal alasan hukum rad{a>‘ah 
menyebabkan hukum mahram, Hanafiyah mengatakan bahwa alasan 
hukum rad{a>‘ah adalah adanya ASI yang diberikan diserap oleh si bayi dan 
menjadi daging dan menguatkan tulang si bayi, sedangkan Yusuf 
Qardh}awi mengatakan bahwa alasan hukum rad{a>‘ah adalah sifat umum 
yang muncul dari seorang ibu susuan tatkala wanita itu meneteki bayi 
yang berusia di bawah dua tahun tersebut sebagaimana sifat umum yang 
biasa diberikan oleh ibu kandung kepada anaknya sendiri.
25
  
Sedangkan dalam skripsi ini penulis membahas tentang ‚Tinjauan 
al-mas}lah}ah terhadap pemikiran Ibnu Hazm tentang kebolehan menikah 
dengan saudara sepersusuan‛. Walaupun rad{a>‘ah menjadi concern yang 
sama dengan penelitian-penelitian sebelumnya, akan tetapi penelitian ini 
sama sekali berbeda dengan penelitian sebelumnya, dimana letak 
perbedaannya terletak pada teori yang digunakan untuk meninjau dan 
objek kajiannya. Oleh karena itu pembahasan dalam penelitian ini 
berbeda dengan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. 
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E. Tujuan Penelitian 
1. Untuk mengetahui pemikiran Ibnu Hazm tentang kebolehan 
menikah dengan saudara sepersusuan. 
2. Untuk mengetahui tinjauan al-mas}lah}ah terhadap pemikiran Ibnu 
Hazm tentang kebolehan menikah dengan saudara sepersusuan. 
 
F. Kegunaan Hasil Penelitian 
Adapun kegunaan dari penyusunan skripsi ini adalah sebagai 
berikut: 
1. Secara Teoretis 
a. Hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi pengembangan ilmu 
pengetahuan dan menambah wawasan serta memperkuat ilmu 
pembaca pada umumnya, dan khusus bagi mahasiswa/i yang 
berkaitan dengan masalah hukum keluarga Islam. 
b. Diharapkan dapat menambah ragam keilmuan ke Islaman tentang 
tinjauan al-mas}lah}ah terhadap pemikiran Ibnu Hazm tentang 
kebolehan menikah dengan saudara sepersusuan. 
2. Secara praktis 
a. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk 
bahan pertimbangan atau bahan acuan bagi pihak-pihak yang 
membutuhkan, baik untuk penelitian lebih lanjut maupun sebagai 
bahan pengetahuan dalam hal tinjauan al-mas}lah}ah terhadap 




pemikiran Ibnu Hazm tentang kebolehan menikah dengan saudara 
sepersusuan.  
b. Diharapkan agar dapat mengungkap penemuan teori-teori baru 
serta mengembangkan teori-teori yang sudah ada. 
 
G. Definisi Operasional  
  Untuk memberikan gambaran yang jelas tentang permasalahan 
yang akan diteliti serta menghindari dari kesalahpahaman bagi para pembaca 
dalam memahami judul skripsi ini, maka penulis memandang perlu untuk 
menjelaskan maksud dari judul tersebut, yakni: 
  
Al-Mas{lah{ah: Segala usaha baik yang dapat 
menghindarkan atau dapat 
menyelamatkan atau menjaga dari 
timbulnya mad}arat atau kerusakan. 
Pemikiran Ibnu Hazm tentang 






Dalam hal ini Ibnu Hazm berpendapat 
bahwa pernikahan antar saudara 
sepersusuan adalah sah, atas dasar jika 
teknis penyusuannya tidak sempurna 
(tidak langsung). Ibnu Hazm 
menambahkan bahwa nas} tidak serta 
merta dapat dipahami dan disimpulkan 






dengan keterbatasan akal manusia 
saja, akan tetapi juga perlu ditelaah 
lebih mendalam maknanya secara 
z}ahiriyah. 
 
H. Metode Penelitian  
  Metode adalah cara tepat untuk melakukan sesuatu dengan 
menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai tujuan, sedangkan 
penelitian adalah suatu kegiatan untuk mencari, mencatat, merumuskan 
suatu yang diteliti sampai menyusun laporan.
26
 
  Dalam rangka memahami rumusan masalah yang telah dijelaskan di 
atas, maka penulis mengadakan penelitian sesuai dengan kebutuhan, adapun 
data yang digali:  
1. Data yang dikumpulkan  
Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian 
kepustakaan (Library Research). Adapun yang dimaksud dengan 
penelitian kepustakaan adalah serangkaian kegiatan yang berkaitan 
dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat 
serta mengolah bahan penelitian.
27
 Bahan-bahan kepustakaan bisa 
berupa manuskrip, buku, majalah, surat kabar dan dokumen lainnya 
yang dianggap perlu.  
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 Cholid Narbuko dan Abu Ahmadi, Metode Penelitian  (Jakarta; Bumi Aksara, 1997), 1. 
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Data-data yang penulis kumpulkan untuk menjawab 
permasalahan yang ada antara lain:  
a. Data mengenai biografi intelektual Ibnu Hazm dan beberapa 
ulama lain yang berkaitan dengan penelitian ini. 
b. Data mengenai metode istinbat} hukum Ibnu Hazm 
c. Data mengenai pemikiran Ibnu Hazm tentang kebolehan 
menikah dengan saudara sepersusuan. 
2. Sumber data 
Data yang dipakai dalam penelitian ini terdiri atas: 
a. Sumber Primer  
Yaitu sumber data yang diperoleh dari data-data sumber 
primer, yaitu sumber asli yang memuat informasi atau data 
tersebut.
28
 Adapun sumber data primer dalam penelitian ini 
adalah Kitab al-Muhalla> bi al-Atsar  karya Al-Imam Al-Jalil 
Ahmad bin Sa>’id bin Hazm al-Andalusi.  
b. Sumber Sekunder  
Sumber sekunder adalah data yang dibutuhkan untuk 
mendukung atau melengkapi sumber data primer. Adapun sumber 
data sekunder dalam penelitian ini adalah kitab-kitab atau buku-
buku yang membahas tentang rad{a>‘ah dan memiliki keterkaitan 
dengan pembahasan penelitian ini, antara lain:  
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1) Ibnu Hazm, Al-Ihkam fi Us}ul Al-Ahkam Juz I, III, IV, V.  
2) Ibnu Hazm, al-Nubzah al-Kafiyah fi Ahkam Usuliddin.  
3) Ibnu Hazm, Al-Us}ul wa Al-Furu’.  
4) Muhammad bin Ahmad bin Usman al-Z}ahabi, Nud}atul 
Fud}ala’ Tahz}ib Siyar A’lam An Nubala>.  
5) Abdullah bin Ahmad bin Qudamah, al-Mughni. 
6) Abdurrahman al-Syarqawi, A’immah al Fiqh at Tis’ah.  
7) Wahbah Zuhaily, Us}ul Fiqh al-Islami.  
8) Yusuf Al-Qardhawi, Fatwa-Fatwa Kontemporer Jilid 3.  
9) Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh 2. 
10) Nasrun Haroen, Ushul Fiqh 1. 
11) Rahman Alwi, Fiqh Madhhab al-Z}ahiri. 
12) Hasbi Ash Siddiqy, Pokok-Pokok Pegangan Imam 
Madzhab.  
c. Sumber tersier 
1) M. Lathoif Gozhali, Jurnal Hukum Islam Kopertais 
Wilayah IV Surabaya. 
2) A. Halil Thahir, Realita. 
3) IAIN Syarif Hidayatullah, Ensiklopedi Islam Indonesia. 
3. Teknik Pengumpulan Data 
  Sebagai konsekuensi dari penelitian kepustakaan, maka 
metode pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi. 




Pengertian dari metode dokumentasi adalah cara mengumpulkan 
berbagai informasi dari buku-buku atau karya ilmiah yang berkaitan 
dengan pembahasan penelitian ini.
29
  
  Aplikasi metode dokumentasi dalam penelitian ini adalah 
dengan pelaksanaan pengumpulan data-data tertulis yang 
berhubungan dengan pendapat Ibnu Hazm tentang rad{a>’ah, baik dari 
sumber data primer maupun sekunder.  
4. Teknik Pengolahan Data  
  Data yang telah dikumpulkan kemudian diolah melalui 
tahapan-tahapan sebagai berikut:  
a. Editing, yaitu memeriksa kembali semua data yang diperoleh 
dengan memilih dan menyeleksi data tersebut dari berbagai segi 
yang meliputi kesesuaian, keselarasan satu dengan yang lainnya, 
keaslian, kejelasan serta relevansinya dengan permasalahan.
30
  
b. Organizing, yaitu mengatur dan menyusun data sedemikian rupa 
sehingga dapat memperoleh gambaran yang sesuai dengan 
rumusan masalah.  
c. Coding, adalah kegiatan mengklasifikasi dan memeriksa data yang 
relevan dengan tema penelitian agar lebih fungsional.  
5. Teknik Analisis Data  
                                                          
29 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek (Jakarta: Rineka Cipta, 
2006), 44.  
30
 Abdul Kadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), 
91. 
 




  Data yang telah berhasil dihimpun akan dianalisis secara 
kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif, yaitu memaparkan 
data-data yang terkait dengan masalah yang dibahas yang ditemukan 
dalam berbagai literatur dan kesimpulannya diambil melalui logika 
induktif, yaitu memaparkan masalah-masalah yang bersifat khusus 
kemudian ditarik suatu kesimpulan yang bersifat umum dengan 
menggunakan pendekatan al-mas}lah}ah.   
  Secara umum, metode analisis ini menggambar 
permasalahan-permasalahan yang dibahas dengan mensistematiskan 
data, sehingga membantu sebuah pendapat ulama agar mudah 




I. Sistematika Pembahasan  
Demi tersusunnya skripsi yang sistematis, terarah dan mudah untuk 
dipahami maka dalam penelitian ini perlu dibuatkan sistematika pembahasan 
yang tersusun sebagai berikut:  
  Bab pertama merupakan pendahulan atau metodologi yang 
mengatur format skripsi. Dalam bab ini penulis kemukakan mengenai latar 
belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, 
                                                          
31 Herman Wasito, Pengantar Metode Penelitian (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1995), 
44. 




kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi 
operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.  
  Bab kedua merupakan landasan teori tentang kebolehan nikah 
dengan saudara sepersusuan (rad{a>’ah). Dalam bab ini merupakan landasan 
teori yang digali dari perpustakaan yaitu, memuat tentang pengertian dan 
ruang lingkup rad}a>’ah secara umum. Al-mas}lah}ah dalam bab ini meliputi: 
pengertian al-mas}lah}ah, macam-macam al-mas}lah}ah, kehujjahan al-
mas}lah}ah, serta al-mas}lah}ah sebagai tujuan penetapan hukum. 
  Selanjutnya pada bab ketiga penulis memaparkan pemikiran Ibnu 
Hazm tentang kebolehan menikah dengan saudara sepersusuan. Dalam bab 
ini memuat sekilas tentang biografi Ibnu Hazm dan karya-karyanya, 
pemikiran Ibnu Hazm tentang kebolehan menikah dengan saudara 
sepersusuan, dan dasar metode istinbat} hukumnya. 
  Bab keempat membahas analisis pemikiran Ibnu Hazm tentang 
kebolehan menikah dengan saudara sepersusuan. Dalam bab ini merupakan 
bab inti yang meliputi analisis terhadap pemikiran Ibnu Hazm tentang 
kebolehan menikah dengan saudara sepersusuan. Juga tinjauan al-mas}lah}ah 
terhadap pemikiran Ibnu Hazm tentang kebolehan menikah dengan saudara 
sepersusuan.  
  Terakhir adalah bab kelima yang merupakan bagian penutup skripsi 
yang didalamnya meliputi kesimpulan dari penelitian ini, saran-saran yang 
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nantinya akan menjadi masukan bagi pembaca terkait penelitian ini, dan 
diakhiri dengan penutup. 
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BAB II 
LANDASAN TEORI TENTANG RAD{A<’AH, DAN Al-MAS}LAH}AH 
A.  Pengertian Rad}a>’ah dan Ruang Lingkupnya 
1. Pengertian rad}a>’ah 
Secara etimologi kata rad}a>’ah berasal dari bahasa Arab, yang 
dalam bahasa Indonesia mempunyai arti menetek atau menyusu atau 
dengan kata lain mengulum payudara dan menghisapnya serta meminum 
air susunya.
1
 Rad}a>’ah dalam arti bahasa ini sebagaimana diutarakan oleh
para ulama dalam kitab-kitab fiqh, antara  lain: 
2
(Rad}a>’) yang dibaca fathah huruf ra’ nya dan atau di kasrah, 
secara bahasa adalah: Ungkapan bagi bayi yang menghisap puting 
payudara dan meminum air susunya.  
Sedangkan secara terminologi shara’, rad}a>’ah adalah sampainya 
air susu seorang wanita ke dalam perut anak yang usianya tidak lebih dari 
dua tahun (24 bulan) atau masih dalam masa usia penyusuan. Makna ini 
sebagaimana yang telah banyak dikemukakan oleh para ulama, salah 
satunya adalah Abdurrahman al-Jaziri. 
1
 Ahmad Warson  Munawir, al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia (Surabaya: Pustaka Progresif, 
1997), 738. 
2
 Abu Abdillah Muhammad Ibnu Qasim Ibnu Muhammad al Ghazi Ibnu al Ghara>bili, Fath al-
Qarib al-Mujib fi Syarh Ghayatil Ikhtis{ar (Beirut-Lebanon: Da>r Ibnu Hazm, 2005), 258. 






Adapun makna rad}a>’ menurut shara>’ adalah sampainya air susu 
manusia ke dalam perut anak yang umurnya tidak lebih dari dua 
tahun (24 bulan), apabila anak laki-laki dan anak perempuan 
minum susu hewan tidaklah menjadi haram, dan tidak dibedakan 
apakah masuknya susu itu ke dalam perut melalui mulut langsung 
dengan penghisapan payudara ata dimasukkan lewat kerongkongan 
atau lewat hidung, sampai ke perut anak umurnya tidak lebih dari 
dua tahun. Itulah rad{a>’ah menurut shara>’. 
 
Dari pendapat tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa 
yang dimaksud dengan rad}a>’ah adalah penghisapan payudara (menyusu) 
yang dilakukan oleh seorang anak terhadap seorang wanita. Baik 
dilakukan secara langsung (menetek) ataupun secara tak langsung yang 
telah sampai kedalam perut anak tersebut sebelum usia dua tahun. 
2. Dasar hukum rad}a>’ah 
Dalil yang menjadi dasar rad}a>’ah bersumber dari:  
a. Ayat al-Qur’an, antara lain;  
             
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 Abdurrahma>n al-Jazi>ry, al-Fiqh ‘Ala> al-Maz\hab al-Arba’ah, Juz IV (Beirut-Lebanon: Da>r al 
Fikr, ), 219. 





Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun 






b. Sunnah Rasulullah 
Dari Aisyah RA, bahwa suatu ketika Rasulullah berada dirumah 
Aisyah. Saat itu Aisyah mendengar suara laki-laki yang meminta 
izin masuk kerumah Hafs}ah. Aisyah berkata , ‚Ya Rasulullah! 
laki-laki itu meminta izin kerumah engkau .‛ lalu beliau 
menjawab, ‚aku lihat dia adalah anak si fulan, (anak paman 
Hafshah dari saudara susuan)‛. kata Aisyah,‛ aku berkata, ‚wahai 
Rasulullah! seandainya fulan hidup (paman Aisyah dari saudaran 
susuan) apakah dia boleh masuk kerumahku?‛ beliau menjawab, ‚ 
Ya boleh, karna susuan itu menyebabkan mahram sebagaimana 
hubungan kelahiran.‛ (HR. Bukhari)  
 
 
Sesungguhnya dia (anak perempuan H{amzah) adalah anak 
perempuan saudara sepersusuanku, sesuatu yang diharamkan sebab 
persusuan sama dengan yang diharamkan sebab nasab. 
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 Yayasan Penyelenggara Penterjemah al-Qur’an Depag RI, al-Qur’an dan Terjemahnya, 
(Surabaya: Ramsa Putra, 2002), 38. 
5
 Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Ibnu al-Mughirah al-Bukhari>, S>}ahi>h Bukhari, 
Juz II (Beirut: Da>r al-Fikr, 1981), 11. 
6
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 Riwayat ini memberikan pengertian bahwa hukum rad{a>'ah yang 
dimaksud di atas adalah haramnya pernikahan, melihat, khalwat, dan 
berpergian dengan pasangan. Selain itu tidak termasuk seperti warisan, 
kewajiban memberi nafkah dan memerdekakan budak dan hal-hal yang 
berhubungan dengan nasab, sehingga hukum mahram dan sebagainya 
disebabkan melihat pada orang yang menyusui, sehingga kerabatnya 
termasuk kerabat orang yang menyusu, maka kerabat orang yang 
menyusui selain daripada anak-anaknya tidak ada hubungan diantara 




3. Rukun dan syarat rad}a>’ah 
a. Rukun rad}a>’ah 
Jumhur ulama selain Abu H}anifah menetapkan bahwa rukun 
rad{a>'ah ada 38, yaitu:  
1) Anak yang menyusu;  
2) Wanita yang menyusui;  
Wanita yang menyusui menurut beberapa pendapat ulama 
disyaratkan adalah seorang wanita, baik dewasa, dalam keadaan haid, 
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 Abu Bakar Muhammad, Terjemahan Subul al-Salam III (Surabaya: Al-Ikhlas, 1995), 217. 
8
 Wahbah Zuh{ayliy, al-Fiqh  al-Islam wa Ad’illatuhu >, Juz X (Beirut: Da>r al-Fikr al Ma’a>s}ir, 
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hamil atau tidak. Namun ulama berbeda pendapat tentang air susu dari 
wanita yang sudah meninggal.
9
 Menurut Sya>fi’i air susu harus berasal dari 
wanita yang masih hidup, sedangkan menurut Imam Hanafi dan Imam 
Malik boleh meskipun wanita tersebut sudah mati.
10
 
3) Air susu. 
b. Syarat rad}a>’ah  




a) Air susu harus berasal dari manusia, menurut jumhur baik perawan 
atau sudah mempunyai suami atau tidak mempunyai suami;  
b) Air susu itu masuk kerongkongan anak, baik melalui isapan 
langsung dari puting payudara maupun melalui alat penampung 
susu seperti gelas, botol dan lain-lain.  
Menurut ulama madhhab empat terjadinya rada>’ah tidak harus 
melalui penyedotan pada puting susu, namun pada sampainya air susu 
pada lambung bayi yang dapat menumbuhkan tulang dan daging. Namun 
mereka berbeda pendapat mengenai jalan lewatnya ASI, menurut Imam 
                                                          
9
 Ibnu Rushd, Bida>yah al-Mujtahi>d (Beirut: Da>r al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1988), 39-40. 
10
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Malik dan H}anafi harus melewati rongga mulut, sedangkan menurut 
H{anbali adalah sampai pada lambung dan pada perut atau otak besar.
12
 
c) Menurut mayoritas ulama penyusuan yang dilakukan melalui 
mulut (waju>r) karena bersifat mengenyangkan sebagaimana 
persusuan atau melalui hidung (sa’u>t }) karena adanya sifat 
memberi makan, karena otak mempunyai perut seperti lambung, 
namun sifat memberi makan tidak disyaratkan harus melalui 
lubang atas, akan tetapi sampainya susu pada lambung dianggap 
cukup untuk menimbulkan hukum mahram. Ulama H{anafiyyah, 
Sha>fi’iyah dan H }anabilah mengatakan apabila susu itu dialirkan 
melalui alat injeksi, bukan mulut atau hidung maka tidak 
menimbulkan kemahraman. Sedangkan menurut ulama Malikiyah 
meskipun dengan cara ini tetap haram. Begitu juga menurut Imam 
Muhammad penyuntikan ini tetap menimbulkan hukum mahram 
seperti batalnya puasa karena persusuan.
13
 
d) Menurut ulama H{anafiyah dan Malikiyah air susu itu harus murni, 
tidak bercampur dengan yang lainnya. Apabila susu itu bercampur 
dengan cairan lainnya, maka menurut mereka diteliti manakah 
yang lebih dominan. Apabila yang dominan adalah susu maka bisa 
mengharamkan nikah. Apabila yang dominan adalah cairan lain 
maka tidak mengharamkan nikah. Menurut ulama Sha>fi’iyah dan 




 Burhanuddin, al-Hida>yah Syarh Bida>yah al-Mubtadi>y, Juz II (Beirut: Da>r al-Kutub al-’Ilmiyah, 
1990), 235. 





H}anabilah susu yang dicampur dengan cairan lain itupun dianggap 
sama saja hukumnya dengan susu murni dan tetap mengharamkan 
nikah, apabila susu itu dicampur dengan susu wanita lain. Menurut 
Abu H{anifah dan Imam Abu Yu>suf yang haram dinikahi adalah 
wanita yang air susunya lebih banyak dalam campuran itu.
14
 
e) Menurut madhhab fiqih empat dan jumhur ulama susuan itu harus 
dilakukan pada usia anak sedang menyusu. Oleh sebab itu menurut 
mereka apabila yang menyusu itu adalah anak yang sudah dewasa 
di atas usia dua tahun, maka tidak mengharamkan nikah. 
Alasannya adalah firman Allah SWT dalam surah al-Baqarah ayat 
233 yang menyatakan bahwa sempurnanya susuan adalah dua 
tahun, dan juga dalam surat Luqman ayat 14:   
     
... dan menyapihnya dalam usia dua tahun...
15
 
f) Menurut maz\hab Sya>fi’i  dan H{anbali penyusuan harus dilakukan 
dengan lima kali isapan yang terpisah, karena yang dianggap kuat 
dalam hal persusuan adalah persusuan menurut adat istiadatnya 
(‘urf), ketika si bayi memisahkan diri dari penyusuan karena sudah 
enggan menyusu, maka dihitung menjadi rad{a>’ah hal itu 
didasarkan pada 'urf, adapun ketika bayi memutuskan berpisah 
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dari menyusu walau hanya sekedar istirahat, bernafas, bermain-
main atau berpindah-pindah pada puting susu satu ke yang 
satunya dari satu wanita ke wanita yang lain, kemudian dia 
kembali menyusu lagi maka tidak masuk dalam hitungan rad{a>’ah, 
melainkan seluruhnya dihitung satu kali isapan saja, apabila 
penyusuan tersebut kurang dari lima kali isapan maka tidak ada 
hukum mahram, apabila ada keraguan (shak) dalam hitungannya 
maka harus dibangun adanya keyakinan dalam penyusuan 
tersebut, karena dalam hal itu pada asalnya adalah tidak adanya 
persusuan yang menimbulkan mahram, namun meninggalkan 
keraguan lebih diutamakan, karena shak merupakan hal yang 
samar.
16
 ‘Illat terkandung dalam keharaman rad{a>’ah adalah 
shubhat juz’iyah, yaitu yang terjadi dengan sebab susu yang 
menumbuhkan daging dan tulang, dan hal itu tidak terjadi dalam 
susuan yang sedikit. Oleh karena itu persusuan yang sedikit tidak 
mengharamkan yang mengharamkan adalah seperti yang tersebut 
dalam h}adith, yaitu lima kali susuan.
17
 
g) Menurut Imam Malik dan H{anafi ASI yang banyak atau sedikit 
tetap dihukumi mahram meskipun satu kali sedot. Hal ini berdasar 
kepada pemikiran kepada h}adith yang menyatakan bahwa ‚sesuatu 
yang diharamkan sebab persusuan sama dengan yang diharamkan 
                                                          
16
 Subandi, ‚Analisis Pemikiran Yusuf Qardawi tentang Bank Asi (Air Susu Ibu) dan 
Implikasinya Terhadap Hukum Rad}a>’ah‛ (Skripsi--IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2009), 25. 
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sebab nasab‛. H}adith tersebut mengandung hukum mahram tanpa 
menentukan persusuan dan didukung pula dengan h}adith lain dari 
para sahabat, yaitu riwayat dari ‘Ali >, Ibnu Mas’u >d dan Ibnu 
‘Abba>s, bahwa mereka berkata: ‚Sedikit atau banyaknya susuan 
tetap mengharamkan‛. Bahwa persusuan merupakan perbuatan 
yang mengandung hukum mahram,maka baik sedikit atau banyak 
sama saja, karena maksud dari ash Shari>’ menggantungkan hukum 
dan hakikat serta terlepas dari syarat berulang-ulang dan 
banyaknya, apabila hakikat itu terwujud, maka hukum itupun 
datang.
18 Pendapat ini banyak dipakai di negara Mesir dan Libya, 
sedangkan pendapat pertama banyak dipakai di negara Suriah 
karena merupakan pendapat yang kuat dan mengandung unsur 
kemudahan dan keluwesan bagi manusia.
19
 
B. Mas}lah}ah  
1. Pengertian Mas}lah}ah  
Mas}lah}ah (تحلصم) berasal dari kata s}alah}a (حلص) dengan 
penambahan alif  di awalnya yang secara arti kata berarti baik lawan 
dari buruk atau rusak. Mas}lah}ah adalah mas}dar dengan arti kata s}alah} 
حلاص()  yaitu manfaat atau terlepas dari padanya kerusakan. 
Pengertian mas}lah}ah dalam bahasa arab adalah perbuatan-perbuatan 
yang mendorong kepada kebaikan manusia.
20
 Dari makna kebahasaan 
                                                          
18




 Amir Syarufuddin, Ushul Fiqh 2  (Jakarta: Kencana, 2014), 367. 





ini dipahami bahwa mas}lah}ah meliputi segala yang mendatangkan 
manfaat, baik melalui cara mengambil dan melakukan sesuatu 
tindakan maupun dengan menolak dan menghindarkan segala bentuk 
yang menimbulkan kemud}aratan dan kesulitan.
21
 
Secara etimologi mas}lah}ah sama dengan manfaat, baik dari segi 
lafal maupun makna. Mas}lah}ah juga berarti manfaat atau suatu 
pekerjaan yang mengandung manfaat.
22
 Apabila dikatakan bahwa 
perdagangan itu suatu kemaslahatan dan menuntut ilmu itu suatu 
kemaslahatan, maka hal tersebut berarti perdagangan dan menuntut 
ilmu itu sebab diperolehnya manfaat lahir dan batin.  
Ulama us}ul fiqh mengemukakan pengertian terminologi 
mas}lah}ah dalam beberapa definisi dan uraian, yang satu sama lain 
memiliki persamaan. Definisi-definisi tersebut antara lain adalah 
sebagai berikut:  
a. Menurut Imam al-Ghazali Sebagaimana dikutip dalam buku Us}ul 
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Pada dasarnya mas}lah}ah ialah, suatu gambaran dari meraih 
manfaat atau menghindarkan kemud}aratan. Tetapi bukan itu yang 
kami maksudkan, sebab meraih manfaat dan menghindarkan 
kemud}aratan tersebut adalah tujuan dan kemas}lahatan manusia 
dalam mencapai maksudnya. Yang kami maksudkan dengan 
mas}lah}ah ialah memelihara tujuan-tujuan shara>’. 
  
Uraian al-Ghazali tersebut menjelaskan bahwa mas}lah}ah dalam 
pengertian shar‘i> ialah meraih manfaat dan menolak kemud}aratan dalam 
rangka memelihara tujuan shara>‘. Imam Al-Ghazali memandang bahwa 
suatu kemaslahatan harus sejalan dengan tujuan shara>‘, sekalipun 
bertentangan dengan tujuan-tujuan manusia, karena kemaslahatan 
manusia tidak selamanya didasarkan kepada kehendak shara>‘, tetapi 
sering didasarkan pada kehendak hawa nafsu. Tujuan shara>‘ yang harus 
dipertahankan tersebut, lanjut Al-Ghazali ada lima bentuk yaitu:
24
 
memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Apabila seseorang 
yang melakukan suatu kegiatan yang pada intinya untuk memelihara 
kelima aspek tujuan shara>‘ di atas, maka dinamakan mas}lah}ah. Disamping 
itu, upaya untuk menolak segala bentuk kemud}aratan yang berkaitan 
dengan kelima aspek tujuan shara>‘ tersebut juga dinamakan mas}lah}ah.  
Dalam kaitan dengan ini, Imam al-Syathibi, mengatakan bahwa 
kemaslahatan tersebut tidak dibedakan antara kemaslahatan dunia 
maupun kemaslahatan akhirat, karena kedua kemaslahatan tersebut 
apabila bertujuan untuk memelihara kelima tujuan shara>‘ diatas tersebut 
kedalam konsep mas}lah}at. Dengan demikian menurut al-Shat}ibi 
                                                          
24
 Nasrun Haroen, Ushul Fiqh 1..., 114. 





kemaslahatan dunia yang dicapai seorang hamba Allah harus bertujuan 
untuk kemaslahatan di akhirat, karena kedua bentuk kemaslahatan ini 
selama bertujuan memelihara al-Kulliyat al-Khams, termasuk dalam 
ruang lingkup mas}lah}ah.25 Untuk itu dapat disimpulkan bahwa mas}lah}ah 
adalah tujuan dari shari>’at Islam yaitu memelihara agama, jiwa, 
memelihara akal, memelihara keturunan atau kehormatan, serta 
memelihara harta.  
2. Macam-macam mas}lah}ah  
Para ahli us}ul fiqh mengemukakan beberapa pembagian 
mas}lah}ah, jika dilihat dari beberapa segi, yaitu sebagai berikut:  
a. Dilihat dari segi kualitas dan kepentingan kemaslahatan, para ahli 
us}ul fiqh membagi tiga macam mas}lah}ah, yaitu:26 
1) Al-mas}lah}ah al-darur<iyah ( تحلصملا تيرورضلا ), yaitu kemaslahatan 
yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di 
dunia dan di akhirat. Kemaslahatan ini ada lima, diantaranya:
27
 
(a) Memelihara agama 
(b) Memelihara jiwa 
(c) Memelihara akal 
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(d) Memelihara keturunan 
(e) Memelihara harta  
Pemeliharaan kelima bentuk kemaslahatan ini juga 
terwujud dengan adanya ketentuan hukum jinayah dan perintah 
menegakkan yang ma’ru >f dan mencegah yang munkar.28 
Tercapainya pemeliharaan kelima unsur pokok tersebut akan 
melahirkan keseimbangan dalam kehidupan keagamaan dan 
keduniaan. Jika kemaslahatan ini tidak ada, maka akan timbul 
kekacauan dalam hidup keagamaan dan keduniaan manusia. 
Akibat lanjutan dari hal itu ialah mereka akan kehilangan 
keselamatan dan kebahagiaan di akhirat. Kelima kemaslahatan ini 
disebut dengan al-mas}alih al-khamsah.29  
2) Al-mas}lah}ah al-h}a>jiyah ( تحلصملا تيجاحلا ),30 yaitu kemaslahatan yang 
dibutuhkan dalam menyempurnakan kemaslahatan pokok 
(mendasar) sebelumnya yang berebentuk keringanan untuk 
mempertahankan dan memelihara kebutuhan dasar manusia. 
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Misalnya dalam bidang ibadah diberi keringanan untuk meringkas 
(qas}r) s}alat dan berbuka puasa bagi orang yang musafir, dalam 
bidang mu‘amalah dibolehkan berburu binatang dan memakan 
makanan yang baik-baik, dibolehkan melakukan jual beli pesanan 
(bay‘ al-sala>m), kerjasama dalam pertanian (muzara‘ah) dan 
perkebunan (musaqah). Semuanya ini dishari‘atkan Allah untuk 
mendukung kebutuhan mendasar al-mas}alih al-khamsah di atas.  
3) Al-mas}lah}ah al-tah}siniyyah (تحلصملا تينيسحتلا) ,31 yaitu kemaslahatan 
yang sifatnnya pelengkap yang berupa keleluasaan yang dapat 
melengkapi kemaslahatan sebelumnya. Misalnya, dianjurkan 
untuk memakan yang bergizi, berpakaian yang bagus-bagus, 
melakukan ibadah-ibadah sunnah sebagai amalan tambahan, dan 
berbagai jenis cara menghilangkan najis dari badan manusia.  
b. Dilihat dari segi kandungan mas}lah}ah, para ulama us}ul fiqh 
membaginya sebagai berikut:  
1) Al-Mas}lah}ah al-‘amm>ah ( تحلصملا تماعلا ), yaitu kemaslahatan umum 
yang menyangkut kepentingan orang banyak. Kemaslahatan 
umum ini tidak berarti untuk kepentingan semua orang, tetapi bisa 
berbentuk kepentingan mayoritas umat atau kebanyakan umat. 
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Misalnya, para ulama membolehkan membunuh penyebar bid‘ah 




2) Al-Mas}lah}ah al-kha>s}ah (تحلصملا تصاخلا) ,33 yaitu kemaslahatan 
pribadi dan ini sangat jarang sekali, seperti kemaslahatan yang 
berkaitan dengan pemutusan hubungan perkawinan seseorang 
yang dinyatakan hilang (maqfu>d). Pentingnya pembagian kedua 
kemaslahatan ini berkaitan dengan prioritas mana yang harus 
didahulukan apabila antara kemaslahatan umum bertentangan 
dengan kemaslahatan pribadi. Dalam pertentangan kedua 
kemaslahatan ini, islam mendahulukan kemaslahatan umum 
daripada kemaslahatan pribadi. 
c. Dilihat dari segi berubah atau tidaknya mas}lah}ah, menurut 
Muhammad Mus}t}afa al-S{alabi,
34
 guru besar us}ul fiqh di Universitas 
al-Azhar Mesir, ada dua bentuk, yaitu:  
1) Mas}lah}ah al-tha>bitah (تحلصملا تتباثلا ) ,35 yaitu kemaslahatan yang 
bersifat tetap, tidak berubah sampai akhir zaman. Misalnya 
berbagai kewajiban ibadah, seperti s}alat, puasa, zakat dan haji. 
2) Mas}lah}ah al-mutaghayyirah (تحلصملا ريغتملاة ),36 yaitu kemaslahatan 
yang berubah-ubah sesuai dengan perubahan tempat, waktu, dan 
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subjek hukum. Kemaslahatan seperti ini berkaitan dengan 
permasalahan mu‘amalah dan adat kebiasaan, seperti dalam 
masalah makanan yang berbeda-beda antara satu daerah dengan 
daerah lainnya. Perlunya pembagian ini menurut Mus}t}afa al-
S}alabi, dimaksudkan untuk memberikan batasan kemaslahatan 
mana yang bisa berubah dan tidak.  
d. Dilihat dari segi keberadaan mas}lah}ah menurut shara>’ terbagi kepada:  
a. Al-mas}lah}ah al-mu‘tabarah (ةربتعملاتحلصملا), yaitu kemaslahatan 
yang didukung oleh shara>‘. Maksudnya adanya dalil khusus yang 
menjadi dasar bentuk dan jenis kemaslahatan tersebut. Misalnya 
hukuman atas orang yang meminum minuman keras dalam h}adith 
Rasulullah saw, dipahami secara berlainan oleh ulama fiqh, 
disebabkan perbedaan alat pemukul yang digunakan Rasulullah 
saw, ketika melaksanakan hukuman bagi orang yang meminum 
minuman keras. Ada h}adith yang menunjukkan bahwa alat yang 
digunakan Rasulullah saw, adalah sandal atau alas kakinya 
sebanyak 40 kali (H.R. Ahmad Ibnu H{anbal dan al-Bayhaqi) dan 
ada kalanya dengan pelepah pohon kurma juga sebanyak 40 kali 
(H.R. al-Bukhori dan Muslim).
37
 
b. Al-mas}lah}ah al-mulgha>h (تحلصملا ةاغلملا) ,38 yaitu kemaslahatan yang 
ditolak oleh shara>‘, karena bertentang dengan ketentuan shara>‘. 
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Misalnya shara>‘ menentukan bahwa orang yang melakukan 
hubungan seksual disiang hari bulan Ramad}an dikenakan hukuman 
dengan memerdekakan budak, atau puasa dua bulan berturut-turut 
atau memberi makan 60 orang fakir miskin (H.R. al-Bukhari dan 
Muslim). Al-Laith Ibnu Sa’a>d (94-175 H/ahli fiqh Maliki Spanyol) 
menetapkan hukuman puasa dua bulan berturut-turut bagi 
seseorang yang melakukan hubungan seksual dengan istrinya di 
siang hari Ramad}an. Para ulama memandang hukum ini 
bertentangan dengan h}adith Rasulullah di atas karena bentuk-
bentuk hukuman itu harus diterapkan secara berurut. Apabila 
tidak mampu memerdekakan budak, baru dikenakan hukuman 
puasa dua bulan berturut-turut. Oleh sebab itu ulama fiqh 
memandang mendahulukan hukuman puasa dari memerdekakan 
budak merupakan kemas}lah}atan yang bertentangan dengan 
kehendak shara>‘ hukumnya batal. Kemaslahatan seperti ini, 
menurut kesepakatan para ulama disebut mas}lah}ah al-mulgha>h 
dan tidak bisa dijadikan landasan hukum. 
c. Al-mas}lah}ah al-mursalah (تحلصملا تلسرملا ) ,39 yaitu kemaslahatan 
yang keberadaannya tidak didukung shara>‘ dan tidak pula 
dibatalkan shara>‘ melalui dalil yang rinci. Kemaslahatan dalam 
bentuk ini terbagi dua yaitu:  
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(1) Al-mas}lah}ah al-ghari>bah ( تحلصملا تبيرغلا ), yaitu kemaslahatan 
yang asing atau kemaslahatan yang sama sekali tidak ada 
dukungan shara>‘, baik secara rinci maupun secara umum. Para 
ulama us}ul fiqh tidak dapat mengemukakan contoh pastinya. 
Bahkan imam al-Shat}ibi dalam buku us}ul fiqh karangan 
Nasrun Haroen mengatakan kemaslahatan yang seperti ini 
tidak ditemukan dalam praktik, sekalipun ada dalam teori.  
(2) Al-mas}lah}ah al-mursalah ( تحلصملا تلسرملا ), yaitu kemaslahatan 
yang tidak didukung dalil shara>‘ atau nas} yang rinci, tetapi 
didukung oleh sekumpulan makna nas} (ayat atau h{adith). 
 
C. Kehujjahan Al Mas}lah}ah 
1. Al-mas}lahah sebagai tujuan penetapan hukum  
Para ulama us}ul fiqh sepakat menyatakan bahwa al-mas}lah}ah 
al-mu‘tabarah dapat dijadikan sebagai hujjah dalam menetapkan 
hukum Islam. Kemaslahatan seperti ini termasuk dalam metode qiyas. 
Mereka juga sepakat bahwa al-mas}lah}ah al-mulgha>h tidak dapat 
dijadikan hujjah dalam menetapkan hukum Islam, demikian juga al-
mas}lah}ah al-ghari>bah, karena tidak ditemukan dalam praktek shara>’. 
Adapun terhadap kehujjahan al-mas}lah}ah al-mursalah, pada 
prinsipnya jumhur ulama menerimanya sebagai salah satu alasan 





dalam menetapkan hukum shara>’, sekalipun dalam penerapan dan 
penempatan syaratnya, mereka berbeda pendapat.
40
  
Bila diteliti secara cermat akan diketahui bahwa setiap titah 
Allah Swt dalam Al-Qur’an mengandung maksud tertentu yaitu untuk 
mendatangkan kemaslahatan untuk umat manusia. Tujuan 
kemaslahatan itu terkadang mudah diketahui karena disebutkan Allah 
dalam titahnya yang mengandung hukum itu, terkadang juga sulit 
diketahui.
41
 Firman Allah dalam surat al-‘Ankabut ayat 45:  
                  
 
Sesungguhnya s}alat itu mencegah dari (perbuatan- perbuatan) keji 
dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah (s}alat) adalah 
lebih besar (keutamaannya dari ibadah-ibadah yang lain). Dan 




Yang disebutkan sesudah perintah mengerjakan s}alat mengandung 
arti tujuan perintah s}alat itu adalah untuk menghindarkan kekejian dan 
kemungkaran. Firman Allah dalam surat Al-Ma’>idah ayat 91:  
                        
       
                                                          
40
 Ibid., 120. 
41
 Amir Syarufuddin, Ushul Fiqh 2..., 243. 
42
 Yayasan Penyelenggara Penterjemah al-Qur’an Depag RI, al-Qur’an dan Terjemahnya..., 402. 





Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan 
permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) 
khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat 





Sesudah larangan meminum khamr dalam surat Al-Ma>’idah ayat 
90:  
                   
        
...Sesungguhnya (meminum) khamr, berjudi, (berkorban untuk) 
berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan 





Dari sini dapat dipahami bahwa tujuan Allah mengharamkan 




Segala perintah Allah yang terdapat dalam Al-Qur’an 
menunjukkan perbuatan itu adalah baik dan manfaat. Sebaliknya 
segala apa yang dilarang Allah mengerjakannya ternyata memang 
perbuatan itu adalah buruk atau merusak. Segala perbuatan yang baik 
itu nyatanya di perintahkan oleh Allah agar kita melakukannya dan 
semua perbuatan yang buruk dan merusak itu nyatanya dilarang oleh 
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Allah untuk dikerjakan. Tidak ada  hukum Allah yang sia-sia tanpa 
tujuan, hal ini disepakati oleh jumhur ulama.
46
  
Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tujuan Allah 
menetapkan hukum, utamanya adalah mendatangkan mas}lah}at untuk 
manusia sedangkan tambahan dari itu yang merupakan tujuan 
sampingan adalah untuk menguji umat apakah mereka bisa mematuhi 
perintah atau larangan Allah atau tidak, yang biasa disebut tujuan 
ta’abbudi.47  
Namun ulama berbeda pendapat tentang apakah mas}lah}at itu yang 
menyebabkan atau mendorong atau memotivasi Allah untuk 




- Pertama, ulama yang berpegang pada prinsip bahwa perbuatan 
Allah itu tidak terikat kepada apa dan siapa pun (yang dianut 
oleh ulama kalam al-Ash’ariyah). Menurut mereka Allah 
berbuat sekehendaknya sesuai dengan kehendak, kodrat, dan 
iradat-Nya, sebagaimana yang difirmankan Allah dalam Al-
Qur’an surat Hud ayat 107:  
    




 Ibid., 245. 
48
 Ibid. 










Menurut golongan ulama ini bukan untuk mendatangkan 
kemaslahatan umat itu Allah menetapkan hukum. Jadi tujuan 
Allah dalam menetapkan hukum bukan untuk kemaslahatan umat 
itu, meskipun hukum-hukum yang ditetapkan Allah itu tidak satu 
pun yang luput dari kemaslahatan umat.
50
  
- Kedua, ulama yang berpegang pada prinsip keadilan dan kasih 
sayang Allah pada hambanya (yang dianut oleh ulama kalam 
Mu’tazilah). Menurut kelompok ini memang untuk 
mendatangkan kemaslahatan umat itulah Allah menetapkan 
hukum, dalam arti mas}lah}at itu yang mendorong atau 
menyebabkan Allah menetapkan hukum shara>’.51  
Kalau dilihat dua pendapat yang kelihatannya berbeda itu dapat 
dikatakan bahwa perbedaan pendapat ini hanya berbeda dalam 
pengucapannya, namun tidak membawa pengaruh apa-apa terhadap 
penetapan hukum itu sendiri, karena semua telah sepakat bahwa 
nyatanya tidak ada hukum Allah yang sepi dari mas}lah}at.  
 
2. Tujuan mengetahui al-mas}lah}ah 
Terma maqas}id al-shari’ah dan al-mas}lah}ah ibarat dua sisi mata 
uang yang tidak bisa terpisah dalam pembicaraannya. Dimana dua 
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kajian itu yang lebih awal datangnya dan siap yang menggagasnya 
selalu tampil dalam wacana. Adapun istilah al-mas}lah}ah itu 
diperkirakan jauh lebih dahulu munculnya.
52
  
Timbulnya pemikiran tentang maqas}id al-shari’ah dan al-mas}lah}ah 
itu dapat diperkirakan beriringan dengan pemikiran tentang dalil 
shara>’ dan penggunaannya. Hampir setiap ulama dan penulis us}ul fiqh 
pada waktu membicarakan maqas}id al-shari’ah membicarakan pula 
tujuan mengetahui maqas}id al-shari’ah itu. Dalam memberikan uraian 
diantaranya agak berlebihan, termasuk yang tidak jelas tujuannya. 
Namun tujuan awalnya adalah menemukan sifat-sifat yang s}ah}ih yang 
terdapat dalam hukum yang ditetapkan dalam nas} shara>’ untuk 
disaring menjadi illat hukum melalui petunjuk masalikul illah, 
sedangkan tujuan akhir yang merupakan tujuan utamanya adalah ta’lil 
al-ahkam yang artinya mencari dan mengetahui illat hukum. Adapun 




- Pertama, untuk dapat menetpkan hukum pada suatu kasus yang 
padanya terdapat illat hukum, namun belum ada hukum padanya 
dengan cara menyamakannya dengan kasus yang sama yang 
padanya terdapat pula illat hukum tersebut dalam arti yang 
sederhana untuk kepentingan qiyas. Inilah tujuan yang terbanyak 
dalam penemuan illat tersebut dan disetujui oleh mayoritas ulama. 
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Ini pun tentunya berlaku dalam illat yang punya daya jangkau atau 
illat muta’addiyat. 
- Kedua, untuk memantapkan diri dalam beramal. Hal ini berlaku 
dalam illat yang tidak punya daya rentang yang disebut illat al-
qas}irah. Seseorang akan mantap dalam melakukan perintah s}alat 
sewaktu dia tahu bahwa s}alat itu zikir, sedangkan zikir itu adalah 
menenangkan jiwa. Bentuk seperti ini dapat diterima oleh ulama. 
- Ketiga, untuk menghindari hukum. Artinya menetapkan illat 
untuk suatu hukum dengan tujuan menetapkan hukum 
kebalikannya sewaktu illat itu tidak terdapat dalam kasus itu. 
Umpamanya aurat perempuan adalah selain muka dan telapak 
tangan yang ditetapkan melalui hadith Nabi. Dalam hadith Nabi 
itu tidak disebutkan alasan atau illat-nya. Ada ulama yang 
mencari-cari illat-nya, yaitu ‚untuk membedakan perempuan 
merdeka dari perempuan sahaya‛. Kalau itu illat-nya tentu waktu 
ini yang sudah tidak ada perbudakan tidak relevan lagi batas aurat 
yang tersebut dalam hadith Nabi itu. Contoh lain seorang ulama 
kontemporer menetapkan waktu ini tidak perlu lagi melihat bulan 
untuk mengetahui awal puasa atau hari raya fitri, meskipun ada 
perintah yang jelas dari Nabi untuk melakukan rukyat. Alasan 
yang dikemukakan adalah umat pada waktu Nabi itu tidak mampu 
melakukan hisab, sedangkan waktu ini keadaan begitu sudah tidak 





ada lagi. Tujuan mencari illat akal-akalan seperti ini tampaknya 
belum berkenan di hati mayoritas ulama.  
 
3. Al-mas}lah}ah sebagai dalil dalam menakwil ayat Al-Qur’an 
Maqas}id atau maksud adalah sesuatu yang tersembunyi dalam diri 
yang bermaksud dan tidak dapat dilihat dari luar. Begitu pula maksud 
Allah, terutama yang berkenaan dengan penetapan hukum adalah 
sesuatu yang tersembunyi. Oleh karena itu hanya Allah yang 
mengetahui maksud-Nya, tidak seorang pun secara meyakini dapat 
mengetahui al-mas}lah}ah itu. Yang telah diucapkan sendiri oleh Allah 
dalam nas}  hukum masih sulit untuk diketahui, apalagi yang tidak 
diucapkannya. Yang mungkin dilakukan oleh manusia hanyalah 
‚mengira‛ berdasarkan petunjuk yang ada, yang hasilnya tentu tidak 
meyakinkan atau z}anni.54 
Adapun petunjuk yang dapat digunakan untuk mengetahui 
(mengira) itu di antaranya:
55
 
a. Penjelasan yang diberikan oleh Nabi, baik secara langsung 
atau tidak langsung. Untuk itu seluruh hadith Nabi berkenaan 
dengan penjelasan ayat Al-Qur’an, harus ditelusuri untuk 
menemukan kalau ada penjelasan Nabi tentang maksud Allah 
dalam ayat itu. 
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b. Melalui asbabun nuzul. Asbabun nuzul itu ditemukan dalam 
uraian mufasir yang merujuk kepada kejadian yang berlaku 
pada waktu turunnya suatu ayat. Kesulitan di sini adalah tidak 
semua ayat disebutkan asbabun nuzul-nya dan yang disebutkan 
asbabun nuzul itu belum tentu pula disepakati oleh ulama. 
c. Melalui penjelasan ulama mufasir atau mujtahid atas 
penelitian dan pemahamannya terhadap firman Allah yang 
berkaitan dengan hukum. 
d. Melalui kaidah kebahasaan yang menjelaskan tanda-tanda atau 
indikasi yang menjelaskan sebab dan akibat seperti yang 
dipahami dari tanda untuk ta’lil. Umpamanya firman Allah 
pada surat at-Taubah ayat 103:  
            
Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu 




Dapat diperkirakan tujuan Allah menetapkan hukum adalah untuk 
membersihkan harta dari yang tidak berhak dimiliki muzaki dan 
menyucikan jiwa muzaki itu sendiri.
57
  
Kemudian yang perlu kita ketahui selanjutnya adalah suatu nas} 
shara>’ harus dipahami menurut z}ahir yang tertulis dalam nas} shara>’ itu 
sendiri. Namun dalam keadaan tertentu menemukan kesulitan dalam 
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memahami nas} menurut apa adanya itu, terutama bila berkenaan 
dengan masalah akidah. Dalam Al-Qur’an surat al-Fat} ayat 10:  
  




Kalau firman Allah ini dipahami menurut apa adanya, yaitu 
tangan Allah di atas tangan mereka, dikhawatirkan akan terjebak pada 
anthrofomorph59 atau tajsim60, sedangkan Allah tidak ada yang 
menyamai-Nya. Hal ini dapat membawa kepada syirk. Untuk 
menghindarkan kekhawatiran ini golongan ulama khalaf membolehkan 
menakwilkan ayat itu sehingga dipahami ‚kekuasaan Allah di atas 
kekuasaan mereka‛. Menggeser arti ‚tangan‛ kepada ‚kekuasaan‛ itu 
disebut ta’wil61. Ta’wil utu diperbolehkan dengan beberapa syarat 
diantaranya harus didukung dengan dalil. Dapatkah al-mas}lah}ah itu 
digunakan sebagai dalil dalam me-na’wil-kan ayat Al-Qur’an masih 
menjadi perbincangan di kalangan ulama.
62
  
Contoh me-na’wil-kan nas} dengan al-mas}lah}ah umpamanya hadith 
Nabi yang mengatakan:  
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Hadith Nabi menurut pemahaman z}ahirnya ini digunakan oleh 
ulama Sha>fi’iyah untuk menetapkan tidak sahnya perkawinan yang 
dilakukan oleh perempuan. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa 
perempuan yang sudah dewasa boleh mengawinkan dirinya sendiri. Untuk 
mendukung pendapat ini ‚perempuan‛ dalam hadith tersebut mesti di-
ta’wil-kan menjadi ‚perempuan yang belum dewasa‛. Dengan begitu 




Pendapat ini dengan cara istinbatnya banyak diikuti oleh ulama 
kontemporer. Dalil yang digunakan oleh kelompok ini adalah al-
mas}lah}ah, yaitu kemajuan, kesamaan, kedudukan yang setara dan 
kebebasan yang sudah diterima oleh perempuan alam masa yang sudah 
maju, tidak layak berada di bawah perwalian. Masa ini perempuan sudah 
menempati kedudukan yang baik dan memperoleh kebebasan untuk 
bertindak sendiri dalam kehidupan modern. Ulama yang tidak 
membolehkan ta’wil sebagaimana sebelumnya dianut oleh madhhab 
Sha>fi’i dan ulama yang tidak membolehkan ta’wil dengan menggunakan 
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al-mas}lah}ah sebagai dalil mandiri, jelas tidak membolehkan ta’wil 
tersebut.
65
Pendapat ulama konservatif yang menolak penggunaan al-
mas}lah}ah sebagai dalil mandiri dan yang menolak takwil dengan dalil al-
mas}lah}ah patut diapresiasi karena kalau yang demikian dibenarkan nas}-
nas} Al-Qur’an atau Hadith Nabi akan dipahami semaunya dan mudah 
dipelesetkan. Hal ini membawa kepada ketidakpastian hukum shara>’. 
65
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BAB III 
PENDAPAT IBNU HAZM TENTANG KEBOLEHAN MENIKAH DENGAN 
SAUDARA SEPERSUSUAN 
A. Biografi Ibnu Hazm 
1. Latar belakang kehidupan Ibnu Hazm
Kordoba Spanyol pernah menjadi kota metropolitan yang 
melahirkan banyak pemikir-pemikir besar seperti Ibnu Rusyd, Ibnu 
Abd Al-Barr, Ibnu Bajah, Daud Al-As}bihani, Ibnu Ali, Ibnu Hazm dan 
lain sebagainya. Menurut ‘At}aq Mud}ar, ketika itu di Kordoba telah 
memiliki lebih dari 70 perpustakaan yang dapat menjadi tempat 
rujukan dalam penelitian. Disamping itu adanya dukungan penguasa 
menjadi hal yang penting, dengan mendatangkan ulama-ulama dan 
kitab-kitab dari timur saja Abdurrahman Al-Nasir yang berkuasa 
selama lima puluh tahun, sehingga menjadikan dunia keilmuan 
menjadi lebih hidup.
1
Ibnu Hazm adalah diantara mereka yang mempunyai pendapat-
pendapat yang dianggap berbeda. Beliau adalah salah satu pemikir 
besar muslim dan penulis yang produktif pada abad pertengahan 
Eropa yang menuliskan lebih dari empat ratus buku menjadi salah satu 
pionir perbandingan agama melalui karya yang monumental.
2
1
 M. Lathoif Gozhali, ‚Ibnu Hazm dan Gagasan Us}ul Fiqh dalam Kitab Al-Ihkam fi Us}ul Al-
Ahkam‛, Jurnal Hukum Islam Kopertais Wilayah IV Surabaya, No.01(Maret, 2009), 21. 
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Nama lengkapnya Ibnu Hazm adalah Ali bin Ahmad Said Ibnu 
Hazm Ibnu Ghalib Ibnu Shalih Ibnu Sufyan Ibnu Yazid. Ibnu Hazm 
lahir di akhir Ramad}an pada tahun 384 H/7 November 994 M di 
Andalusia (sekarang Spanyol dan Portugal). Tetapi beliau lebih 
terkenal dengan nama Ibnu Hazm. Sejak kecil beliau sudah menghafal 
Al-Qur’an dan mendapatkan pendidikan dari para ulama besar di 
Kordoba (Ibukota Spanyol pada waktu itu). Ibnu Hazm pada masa 
kanak-kanak mendapat pendidikan di lingkungan keluarga yang serba 
kecukupan, baik dari segi harta, kehormatan maupun kedudukan. 
Tumbuh sebagai orang yang dihormati, ayahnya Ahmad adalah 
seorang yang terkenal alim  menteri di bawah khalifah al-Mans}ur 
Muhammad bin Abi Amir dan anaknya al-Mud}affir. Ibnu Hazm 
pernah menjabat sebagai menteri pada masa khalifah Al-Mustad}ir 
Billah Abdurrahman bin Hisyam pada tahun 414 H. Namun tidak 
lama, khalifah Al-Mustad}ir Billah Abdurrahman bin Hisyam terbunuh 
dan Ibnu Hazm dijebloskan ke dalam penjara. Pada masa khalifah 
Hisyam Al-Mu’tamad Billah bin Muhammad bin Abdul Malik bin 
Abdurrahman Al-Nas}ir Ibnu Hazm kembali diangkat menjadi menteri. 
Namun di tengah masa jabatannya, Ibnu Hazm mengundurkan diri dan 
lebih memfokuskan dirinya ke dunia keilmuan.
3
 
 Ibnu Hazm di arahkan untuk mancari ilmu yang didasari oleh 
semangat yang tinggi. Pada masa remajanya, Ibnu Hazm mendapat 
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pendidikan di lingkungan keluarga istana dan harem. Di lingkungan 
ini beliau mendapat pendidikan agama, seperti menghafal Al-Qur’an, 
menghafal syair, dan menulis. Seiring bertambahnya umur yang 
semakin dewasa muali mengarahkan pendidikan pada majelis-majelis 
ilmu yang terdapat di masjid Kordoba.
4
 
Singkat cerita, berbagai ilmu pengetahuan lainnya sempat 
dikuasainya, seperti ilmu tafsir, ilmu h}adith, us}ul fiqh, ilmu kalam, 
ilmu mantiq, ilmu kedokteran, sejarah dan bahasa Arab. Beliau 
menekuni dan mendalami ilmu-ilmu keislaman, terutama setelah 
meninggalkan jabatan dalam pemerintahan waktu itu, karena dengan 
kedudukannya itu dipandang kurang berwibawa, bahkan banyak 
mendapatkan kecaman dari kalangan ulama. Selanjutnya beliau 
mendalami ilmu-ilmu keislaman, terutama mengenai aliran-aliran 
hukum dalam islam, sehingga pada akhirnya beliau muncul sebagai 
seorang ulama yang amat kritis, baik terhadap ulama pada masanya, 
maupun terhadap ulama sebelumnya.
5
  
Seiring dengan semakin bertambahnya ilmu yang telah di dapat 
Ibnu Hazm, beliau mengkhususkan perhatian terhadap logika dan 
mengutamakannya atas ilmu-ilmu yang lain, sehingga beliau 
dipandang sebagai pemikir Z{ahiriyah yang berlebihan dalam masalah-
masalah cabang (bukan masalah pokok). Beliau kurang menjaga etika 
terhadap ulama terkemuka dalam berbicara, bahkan berani 




 IAIN Syarif Hidayatullah, Ensiklopedi Islam Indonesia, (Jakarta: Djambatan, 1992,) 358. 





melontarkan pernyataan keras, cacian dan kecaman. Namun 
balasannya setimpal dengan perbuatannya, yaitu banyak kalangan 
ulama terkemuka yang tidak memperhatikan dan mengucilkan 
berbagai karya tulisnya dan juga mencari-carinya, baik untuk dikritik 
maupun untuk diambil manfaatnya.
6
  
2. Pendidikan dan guru-guru Ibnu Hazm  
Ibnu Hazm adalah tokoh besar intelektual muslim Spanyol yang 
produktif dan jenius. Pada masa kanak-kanak Ibnu Hazm mendapat 
pendidikan dari ayahnya yang yang bernama Ahmad seorang 
terpelajar, yaitu mempelajari bahasa Arab, tata bahasa, ilmu-ilmu Al-
Qur’an dan puisi-puisi. Selanjutnya Ibnu Hazm setelah menyelesaikan 
pendidikan awalnya (ilmu-ilmu keislaman) di bawah bimbingan 
Ahmad bin Al-Jassur, seorang sejarawan bernama Ibnu Al-Fara>di dan 
ahli Fiqh yang bernama Abdullah bin Dahlan. Dilanjutkan dengan 
ilmu-ilmu di bidang filologi, logika, aritmetika dan aspek-aspek ilmu 
alam, Ibnu Hazm menghadiri kuliah-kuliah yang pandu oleh Ibnu 
Abdul Warith, seorang ahli bahasa lokal terkemuka. Dalam 
pengkhususan ragam kedisiplinan ilmu beliau belajar dari Ibnu Al-
Khattani. Saat remaja Ibnu Hazm menemani ayahnya menghadiri 
berbagai konferensi dan pertemuan-pertemuan resmi, sehingga beliau 
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Semakin bertambahnya umur, Ibnu Hazm mulai berdialog 
dengan beberapa orang gurunya. Beliau melanjutkan jenjang 
pendidikannya dengan mempelajari ilmu-ilmu hadith, nahwu, cara 
menyusun kamus logika dan ilmu kalam dengan Abu Al-Qasim Abd 
Rahman Ibnu Yazid al-Azdi, sedangkan Abu al-Khiyar al-Lughawi 
adalah gurunya dalam ilmu Fiqh dan peradilan. Kemudian Abu Sa’id 
al-Fata> al-Ja’fari adalah guru yang mengajarkan mengenai komentar 
atau ulasan syair. Dalam bidang hadith, Ibnu Hazm belajar kepada 
Ahmad bin Muhammad Ibnu Al-Jassur. Selain itu Ibnu Hazm juga 
mendalami karya-karya filsafat dan berbagai macam disiplin ilmu dan 




Pada mulanya, Ibnu Hazm belajar fiqh madhhab Maliki sebagai 
paham yang banyak dianut masyarakat andalusia kala itu. Dia belajar 
kitab karangan Imam Malik yang terkenal, Al-Muwatt}a’ kepada 
Ahmad bin Duhun (Mufti Kordoba), sehingga benar-benar menguasai 
fiqh Imam Malik. Disamping belajar fiqh madhhab Maliki, 
dipelajarinya juga kitab Sha>fi’i yang mengkritik Imam Malik dalam 
masalah us}ul dan furu’ yaitu Ikhtilaf al-Malik. Dari pengalaman inilah 
dia pindah dari madhhab Maliki ke madhhab Sha>fi’i. Pemahamannya 
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terhadap madhhab Sha>fi’i membuatnya kagum terhadap prinsip-
prinsip yang dipegang oleh Imam Sha>fi’i sehingga menjadikannya 
orang yang fanatik berpegang teguh pada madhhab tersebut. Ibnu 
Hazm kembali tidak puas, akhirnya Ibnu Hazm berpindah madhhab 
dan lebih condong kepada madhhab Z}ahiriyah dengan imamnya Daud 
bin Ali bin Khalaf al-As}buhani. Pada akhirnya beliau terkenal sebagai 
seorang yang paling gigih mempertahankannya, bahkan ada yang 




3. Karya-karya Ibnu Hazm 
Abu Rafi’ (putra Ibnu Hazm) mengatakan bahwa ayahnya (Ibnu 
Hazm) telah menulis tidak kurang dari 400 karangan ilmiah dengan 
80.000 halaman. Diantaranya adalah:
10
  
- Ibt}al al-Qiyas wa al-Ra>’yu wa al-Taqlid wa al-Ta’lil  
- Al-Ihkam fi Us}ul al-Ahkam  
- Al-Akhlaq wa al-Siar  
- Asma’u al-Khulafat wa al-Mullah  
- Asma’ullah Ta’a>la  
- Al-Nubz}ah fi Ahkam al-Fiqh al-Z}ahiri 
-  As}h}abu al-Fataya  
- Al-Imamah wa al-Siyasah 
- Al-Muhalla 
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- Al-Us}ul wa al-Furu’ 
- Mara>tib al-Ijma’   
Karya-karya Ibnu Hazm yang terkait dengan pembahasan dalam 
skripsi ini adalah al-Ihkam fi Us}ul al-Ahkam dan al-Muhalla bi al-
Atsar, keduanya adalah kitab yang membahas tentang us}ul fiqh dan 
fiqh.  
 
B. Pendapat Ibnu Hazm Tentang Kebolehan Menikah dengan Saudara 
Sepersusuan 
Dalam mengeluarkan fatwa, Ibnu Hazm dinilai ada keganjilan 
oleh para ahli fiqh.
11
 Beliau terkenal dengan sebutan pembela madhhab 
Z}ahiri dalam membela hukum yang dipelopori oleh Daud Z}ahiri 
tersebut.
12
 Beliau kemudian mengembangkan serangkaian tata bahasa dan 
linguistik yang rumit, yang selanjutnya mambantunya memformulasikan 
metodologi hukum Z}ahiri, meskipun konsep-konsep hukum Z{ahiri 
pertama kali dilahirkan oleh Abu Daud bin Ali al-Isfahani pada abad 
kesembilan, kemudian dilanjutkan oleh Ibnu Hazm yang memberikan 
penjelasan secara komprehensif mengenai hukum-hukum Z}ahiri.
13
  
Bila seorang anak menyusu kepada seorang perempuan, maka 
air susu perempuan itu menjadi darah daging dan pertumbuhan bagi si 
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anak sehingga perempuan yang menyusukan itu seperti ibunya. Ibu 
tersebut menghasilkan susu karena kehamilan yang disebabkan 
hubungannya dengan suaminya; sehingga suami perempuan itu sudah 
seperti ayahnya. Sebaliknya bagi ibu yang menyusukan dan suaminya, 
anak tersebut sudah seperti anaknya. Demikian pula anak-anak yang 
dilahirkan oleh ibu tersebut seperti saudara dari anak yang menyusu 




Para ulama sepakat bahwa rad}a>’ah yang sempurna (yaitu menetek 
langsung dari puting payudara perempuan) menimbulkan akibat 
ketahriman, yaitu diharamkan terjadi perkawinan karena susuan 
sebagaimana haram karena nasab,
15
 yang kategorinya persusuannya 
diantaranya adalah ibu, anak perempuan, saudara perempuan, bibi dari 
bapak, bibi dari ibu, anak perempuan saudara laki-laki, anak perempuan 
saudara perempuan dari persusuan.
16
 
 Begitu juga Ibnu Hazm sepakat dengan hal tersebut. Tetapi Ibnu 
Hazm berpendapat lain bila proses susuan tersebut tidak terjadi secara 
sempurna, yakni bila bayi tersebut tidak menetek langsung pada puting 
perempuan yang menyusuinya, dengan gambaran air susu tersebut ditaruh 
dalam wadah kemudian diminumkan pada bayi atau dengan cara 
dicampur dengan makanan. Atau bisa juga dimasukkan ke tubuh bayi tapi 
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lewat jalan yang tidak pada umumnya, seperti hidung atau telinga. 
Pendapat Ibnu Hazm tersebut lebih detailnya dapat dilihat dalam 




Adapun persusuan yang menjadikan mahram yaitu persusuan yang 
mana bayi itu menyusu secara langsung dengan mulutnya dari 
puting orang yang menyusui. Sedangkan orang yang diberi minum 
susu seorang wanita dengan menggunakan bejana atau dituangkan 
ke dalam mulutnya lantas ditelannya, dimakan bersama roti atau 
di dalam suatu makanan atau menuangkan ke hidungnya atau di 
dalam telinganya atau menyuntikkan, maka yang demikian itu 
tidak dapat menjadikan mahram‛. 
 
Jadi, berdasarkan pendapat Ibnu Hazm di atas, rad}a>’ah yang 
menyebabkan keharaman perkawinan adalah apabila seorang bayi 
menyedot secara sempurna (langsung) air susu dengan mulutnya dari 
puting susu ibu yang menyusuinya (ibu susuan). Yang akibatnya, 
keharaman sebab sepersusuan ini tidak akan menjadikan tahrim antara 
saudara sepersusuan jika menyusu tidak secara sempurna (tidak 
langsung).  
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C.  Dasar metode istinbat} Ibnu Hazm tentang kebolehan menikah dengan 
saudara sepersusuan.  
Dalam pembahasan awal penulis sudah menyinggung tentang 
banyaknya karya-karya yang telah diterbitkan oleh Ibnu Hazm, tetapi 
banyak lawan-lawannya dan tokoh masyarakat atau ulama yang tidak 
sepakat karena pemikiran-pemikirannya yang kontroversial. Oleh karena 
itu, untuk menggambarkan dalamnya pemikiran Ibnu Hazm dan corak 
pemikirannya dapat  diketahui melalui tulisan, karangan, fatwa dan 
pendapat-pendapat beliau. Terlebih lagi beliau adalah seorang penulis. 
Maka melalui hal tersebutlah penulis mencoba menguak pemikiran Ibnu 
Hazm.  
Memang tulisan, karangan, fatwa dan pendapat-pendapat Ibnu 
Hazm sangat banyak. Namun dalam rangka menggambarkan 
pemikirannya, penulis hanya mengambil beberapa hal dari pendapat 
beliau, yang menurut penulis mampu menggambarkan pola pemikirannya, 
sesuai dengan penelitian ini.  
Menurut Ibnu Hazm ada tiga macam hukum yang secara tegas 
diterapkan oleh agama dan terdapat dalam Al-Qur’an, Hadith, dan Ijma’ 
Sahabat, yaitu: wajib, haram dan mubah.
18
 Bagi Ibnu Hazm tidak ada 
tempat bagi ra>’yu (akal) untuk melihat secara langsung didalam 
menetapkan hukum. Oleh karena itu, ia hanya mengakui empat macam 
dalil hukum yang dijadikan sandaran dan sumber untuk menetapkan 
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hukum, yaitu: Al-Quran, Hadith, Ijma’ sahabat dan dalil yang diambil 
dari nas}.19 
Ibnu Hazm memilih madhhab z}ahiri karena dalam madhhab ini 
tidak ada yang ditaqlidi, terlepas dari ikatan madhhab. Manhaj madhhab 
ini adalah keharusan mengikuti Al-Qur’an, as-Sunnah, dan Ijma’ Sahabat, 
seraya menolak al-ra>’yu. Sehingga tak berlebihan jika madhhab ini juga 
disebut sebagai madhhab Al-Qur’an, al-Sunnah, dan Ijma’ Sahabat. 
Dengan manhaj tersebut, Ibnu Hazm berpendirian bahwa semua muslim 
sebaiknya ber-ijtihad sesuai kemampuanya dan sekaligus mengharamkan 
taqlid.20 Menurut madhhab ini jika seseorang mengikuti pendapat para 
ulama, ia harus mengetahui dalilnya, paling tidak mengetahui bahwa 




Secara singkat, pemikiran Ibnu Hazm dapat dikategorikan ke 
dalam kategori tekstualis atau biasa disebut Z{ahiriyyah karena melihat 
nash dari teksnya saja. Untuk memperoleh hukum atas segala sesuatu, 
seseorang butuh berijtihad, dalam berijtihad Ibnu Hazm sangat teguh 
dalam berpegang kepada nas}. Maka dalam membangun teori hukumnya ia 
berangkat dari paradigma bahwa semua masalah agama telah terdapat 
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aturannya dalam teks-teks Al-Qur’an dan Sunnah,22 sebagaimana ia 
katakan:  
 Semua aturan agama sudah terdapat nas}-nya.  
 
Berdasarkan prinsip ini ia merumuskan bahwa dasar-dasar 
hukum shara>’ ada tiga, yaitu Al-Qur’an, Sunnah, dan Ijma’.24 Ibnu Hazm 
meyakini kebenaran yang disampaikan oleh nas}-nas} Al-Qur’an dan 
Sunnah, sedang ijma’ yang digunakan hanya bersumber dari sahabat tidak 
yang lain. Oleh karena itu menurut Ibnu Hazm tidak ada alasan untuk 
berijtihad atas dasar pemikiran (ra’yu>). Maka, menurut Ibnu Hazm selain 
yang disebutkan dalam nas} adalah hukumnya halal, karena Allah SWT 
telah menegaskan dalam QS. al-An’a>m ayat 38: 
                 
         
Dan Tiadalah binatang-binatang yang ada di bumi dan burung-
burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan umat 
(juga) seperti kamu. Tiadalah Kami alpakan sesuatupun dalam 
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Untuk lebih jelasnya, penulis akan membahas masing-masing 
dari ketiga dasar tersebut.  
1. Al-Qur’an 
Al-Qur’an adalah sumber pokok yang disepakati para ulama dalam 
beristinbat}
26
, Al-Qur’an ada kalanya dijelaskan oleh Al-Qur’an sendiri, 
seperti hukum perkawinan, perceraian, ‘iddah, dan waris. Dan adakalanya 
dijelaskan oleh Al-Sunnah, seperti tata cara sholat, zakat, puasa, dan haji. 
Dengan demikian Al-Qur’an menjadi penjelas bagi Al-Qur’an, sehingga 
menurut Ibnu Hazm tidak ada ayat mutashabihat selain fawatih al-suwar 
dan Sunnah-Sunnah Allah di dalamnya. Karena semua ayat Al-Qur’an 
adalah jelas dan terang maknanya bagi orang yang mengetahui ilmu 
bahasa secara mendalam dan mengetahui hadith yang s}ahih.
27
 
Penjelasan Al-Qur’an terhadap Al-Qur’an terkadang masih 
membutuhkan takhsis} karena masih umum, sehingga harus ada ayat lain 
yang mengkhususkannya. Ayat-ayat yang mengkhususkan dibagi menjadi 
dua; 
1) Ayat yang menjelaskan turunnya bersamaan dengan ayat yang 
dijelaskan, ini disebut takhsis}. 
2) Ayat yang menjelaskan turunnya tidak bersamaan dengan ayat 
yang dijelaskan, ini disebut naskh.28 
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Menurut Ibnu Hazm, naskh adalah pengecualian terhadap 
keumuman hukum dari segi masa. Seperti ayat yang melarang menikah 
dengan wanita musyrik secara umum, kemudian turun ayat yang 
membolehkan menikahi wanita ahli Kitab. Naskh hanya berlaku bagi 
ayat-ayat perintah atau lafad} berita yang berlaku perintah atau larangan 
dan tidak berlaku bagi ayat-ayat berita. Menurut Ibnu Hazm Al-Qur’an 
dapat menasakh al-Sunnah dan begitupun sebaliknya, karena segala yang 
datang dari Rasul sesungguhnya datangnya dari Allah. Maka al-Sunnah 
yang s}ah}ih adalah yang sejajar dengan Al-Qur’an dari segi kewajiban 
mentaatinya. Ibnu Hazm menguatkan pendapatnya dari beberapa dalil Al-
Qur’an:  
                  
   
Ayat mana saja yang Kami nasakhkan, atau Kami jadikan 
(manusia) lupa kepadanya, Kami datangkan yang lebih baik 
daripadanya atau yang sebanding dengannya. Tidakkah kamu 
mengetahui bahwa sesungguhnya Allah maha kuasa atas segala 
sesuatu. (QS. Al-Baqarah: 106) 
 
      30   
Dan tiadalah yang diucapkannya itu (Al-Quran) menurut kemauan 
hawa nafsunya. Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang 
diwahyukan (kepadanya). (QS. Al-Najm: 3-4) 
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             
     
Katakanlah: "Aku bukanlah Rasul yang pertama di antara Rasul-
rasul dan aku tidak mengetahui apa yang akan diperbuat 
terhadapku dan tidak (pula) terhadapmu. Aku tidak lain hanyalah 
mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku dan aku tidak lain 
hanyalah seorang pemberi peringatan yang menjelaskan. (QS. Al-
Ah}qa>f: 9) 
 
Dalam memahami suatu nas}, Ibnu Hazm selalu melihat dari sisi 
z}ahirnya, hal tersebut membawa pemahaman bahwa seluruh perintah 
Allah dan Rasul-Nya menimbulkan hukum wajib dan larangan-
laranganNya menimbulkan hukum keharaman kecuali adanya hal yang 
menunjukkan pengecualian. Dengan demikian, orang tidak boleh 
mengatakan bahwa sesuatu adalah halal atau haram kecuali berdasarkan 
nas} yang s}ah}ih. Nas} yang umum harus diambil keumumannya karena 
itulah hal yang z}ahir, kecuali ada hal yang dimaksud bukan z}ahir. Ibnu 
Hazm juga memasukkan makna majazi sebagai makna z}ahir nas} jika 




Sumber kedua menurut Ibnu Hazm adalah Al-Sunnah, segala 
sesuatu yang meliputi perkataan, perbuatan, dan taqrir Rasulullah saw. 
Adapun beberapa macam Sunnah menurut Ibnu Hazm: 
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a) Sunnah Qauliyah yang terdiri dari awamir dan nawahi harus 
diambil z}ahirnya, bahwa perintah yang menunjukkan kepada 
kewajiban dan larangan menunjukkan pada keharaman, 
semuanya menuntut untuk dilakukan dengan segera kecuali 
ada hal lain yang menunjukkan kebalikannya. Manusia tidak 
diperbolehkan untuk mengatakan bahwa sesuatu adalah mubah 
atau makruh tanpa ada dalil dari Al-Qur’an, Al-Sunnah, dan 




b) Sunnah Fi’liyah adalah Nabi tidak menunjukkan kepada arti 
wajib tapi sunnah, karena perbuatan Nabi merupakan qudwah 
(panutan), kecuali perbuatan-perbuatan yang menjelaskan 
kepada perintah, seperti perbuatan Nabi yang sebelumnya 
sesudahnya terdapat nas} tentang perbuatan Nabi tersebut. 




c) Sunnah Mutawatt}irah menurut Ibnu hazm adalah Sunnah yang 
diriwayatkan oleh sekelompok rawi dengan tanpa membatasi 
jumlah perawi asalkan perawi terjamin dari perbuatan dosa. 
Hal tersebut karena tidak ada dalil yang membatasi jumlah 
perawi. jika sebuah hadith sampai pada derajat mutawattir, 
maka harus diamalkan dan dapat menjadi h}ujjah.  




 Ibnu Hazm, Al-Nubz}ah..., 42. 





d) Sunnah Ah}ad adalah Sunnah yang mempunyai satu atau dua 
sanad yang berlainan. Menurut Ibnu Hazm Al-Sunnah 
mutawattir dan ahad dapat menasakh Al-Qur’an, namun 
nasakh hanya terjadi pada masa Rasulullah. Maka ketika 
Rasulullah wafat dan wahyu terhenti, tidak mungkin terjadi 
nasakh kembali. Karena untuk menasakh suatu hukum sebuah 
nas}, diperlukan nas} yang lain, dan nas} tersebut terputus karena 
wafatnya Nabi. Kalaupun sebuah nasakh baru diketahui 




3. Ijma’ Sahabat 
Sumber pokok ketiga dalam beristinbath menurut Ibnu Hazm 
adalah Ijma’ yang bersumber dari Al-Qur’an dan al-Sunnah.36 Ijma’ 
adalah hujjah kebenaran yang meyakinkan di dalam agama Islam. Ibnu 
Hazm menjelaskan:  
 Ijma’ adalah sesuatu hal yang diyakini bahwa seluruh sahabat 
Rasulullah saw mengetahui masalah tersebut dan mengatakanya, 
serta tidak ada seorangpun di antara mereka yang mengingkarinya.  
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1) Karena ijma’ para sahabat tidak diperselisihkan oleh siapapun, 
maka kesepakatan para sahabat tanpa ada perbedaan adalah 
ijma’ yang qat}’i> dan s}ah}ih.  
2) Untuk mengetahui apa yang dinginkan oleh Allah Swt harus 
melalui Rasul-Nya, dan para sahabat Rasul adalah mereka 
yang selalu bersama, melihat dan mendengarkan ajaran Rasul 
tentang keinginan Allah Swt, maka ijma’ merekalah ijma’ 
yang wajib diikuti. 
3) Ijma’ yang demikian adalah ijma’ yang berdasarkan nas} Al-
Qur’an dan Al-Sunnah. Hal tersebut karena para sahabat hidup 
pada masa Rasulullah dan banyak belajar dari beliau, maka 
menurut Ibnu Hazm, apa yang mereka sepakati adalah ijma’ 
yang wajib diikuti, karena ijma’ tersebut dinukil dari 
Rasulullah.  
4. Al-Dalil  
Dasar yang keempat dari dasar-dasar istinbat} Ibnu Hazm ialah al-
dalil, al-dalil berbeda dengan qiyas. Bahwa dasar yang mereka namakan 
dalil itu tidak keluar dari nas}, seperti dalam penerapan qiyas. Ibnu Hazm 
menetapkan bahwa apa yang dinamakan dalil itu diambil dari ijma’ atau 
dari nas} atau ijma’ itu sendiri, bukan diambil dengan jalan menyandarkan 
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pada nas}. Al-dalil menurut Ibnu Hazm berbeda dengan qiyas. Qiyas pada 
dasarnya ialah mengeluarkan illat dari nas} dan memberikan hukum nas{ 
kepada segala yang padanya terdapat illat itu, sedangkan al-dalil adalah 
langsung diambil dari nas}.39 
Dalam istid}lal, al-dalil ada dua; pertama, al-dalil yang diambil dari 
nas}, kedua, al-dalil yang diambil dari Ijma’. Al-dalil yang diambil dari nas} 
terbagi menjadi tujuh macam yaitu:
40
  
1) Adanya nas} yang mengandung dua premis dan konklusi tidak dinas}kan 
berdasarkan salah satu keduanya.  
2) Dalil yang diambil dari ketetapan nas} berdasarkan keumuman fi’il 
syarat.  
3) Proposisi berjenjang, yaitu pemahaman bahwa derajat tertinggi 
dipastikan berada di atas derajat yang lain di bawahnya. Ibnu Hazm 
mencontohkan, apabila terdapat pernyataan bahwa Abu Bakar lebih 
utama dari Umar, dan Umar lebih utama dari Usman, maka makna 




4) Apa yang disebutkan sebagian telah mencakup pengertian seluruhnya. 
Jika setiap yang memabukkan adalah khamr, dengan demikian 
sebagian dari hal yang diharamkan adalah memabukkan.  
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5) Cakupan makna yang merupakan keharusan untuk menyertai makna 
yang dimaksud, atau suatu lafad} mempunyai makna hakiki, namun 
juga memiliki beberapa makna yang otomatis menempel padanya. 
Pengembalian makna lain yang tidak terlepas makna tersebut 
dinamakan dengan al-dalil. Seperti ungkapan ‚Zaid sedang menulis‛ 
dalam kalimat ini mengandung makna bahwa Zaid itu hidup, 
mempunyai anggota badan yang dapat digunakan untuk menulis. 
6) Sesuatu yang bukan wajib dan bukan haram, hukumnya adalah mubah. 
Al-dalil yang keenam inilah yang disebut oleh Ibnu Hazm sebagai 
Istis}ab, yaitu lestarinya hukum as}al yang ditetapkan dengan nas} 
sehingga ada dalil yang merubahnya.
42
 
7) Nas} memiliki makna tertentu, lalu makna tersebut diungkapkan 
dengan pernyataan lain yang semakna dengan lafad}.  
Sedangkan al-dalil yang diambil dari ijma’ ada empat macam. 
Pertama, istis}ab al-hal yaitu berlakunya ketetapan hukum awal tanpa 
adanya pengaruh pergantian situasi atau masa.
43
 Kedua, ‘aqallu ma qila 
yaitu apabila tidak ada kesepakatan antara kaum muslimin tentang kadar 
ukuranya, maka minimnya ukuran dalam masalah-masalah yang 
diperselisihkan itulah yang dikehendaki, untuk diambil sebagai sumber 
hukum dalam rangka menghindari kefatalan karena tiadanya ukuran yang 
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 Ketiga, dalil berupa kesepakatan untuk meninggalkan
hukum yang masih ikhtilaf. Artinya, ketentuan hukum yang masih 
ikhtilaf tersebut tidak tercapai ijma’ padanya.45 Keempat, dalil berupa
kesepakatan bahwa hukum yang berlaku kepada sebagian umat, 
diberlakukan juga kepada seluruh umat. 
Demikian sumber-sumber hukum yang digunakan Ibnu Hazm 
dalam beristinbat}, yaitu dengan mengambil z}ahir nas} Al-Qur’an dan 
Hadith. Jika tidak menemukan dalil dari sumber-sumber tasyri’ ini dan 
menjawab masalah-masalah kontemporer kala itu, Ibnu Hazm 
menggunakan metode istd}lal dengan al-dalil sehingga beliau menolak 
qiyas. Meskipun dalam beristinbat} tampak paling tekstualis, tetapi beliau 
mendobrak kejumudan dengan berpendapat bahwa taqlid adalah haram, 
dan mengajak para ulama untuk menolak taqlid.
46
 Ibnu Hazm juga
berpendapat bahwa seorang muslim tidak boleh mengambil pendapat 
orang lain tanpa dasar.
47
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BAB IV 
ANALISIS AL-MAS}LAHAH TERHADAP PEMIKIRAN IBNU HAZM 
TENTANG KEBOLEHAN MENIKAH DENGAN SAUDARA SEPERSUSUAN 
A. Analisis Terhadap Pemikiran Pemikiran Ibnu Hazm Tentang Kebolehan 
Menikah Dengan Saudara Sepersusuan 
Kebutuhan anak akan air susu sangatlah penting bagi 
kelangsungan hidupnya. Maka sudah menjadi kewajiban seorang ibu 
untuk merawat dan menyusuinya selama anaknya membutuhkan. Bahkan 
karena begitu pentingnya, Islam membolehkan untuk menyusukan 
anaknya kepada orang lain. Hal ini juga terjadi pada diri Nabi Muhammad 
semasa masih kecilnya dulu. Lagi pula penyusuan anak dan pengangkatan 
anak (tabanni) pada zaman nabi merupakan adat kebiasaan kaum Arab. 
Semenjak masih kecil beliau sudah dirawat oleh Halimah al-Sa’diyah 
sampai beliau berumur empat tahun yang kemudian diminta kembali oleh 
ibunya. 
Dalam Islam berlaku adanya sebab akibat. Demikian halnya dalam 
masalah penyusuan (rad}a>’ah). Meskipun hukumnya boleh, akan tetapi 
mempunyai efek hukum yang diatur oleh shara>’. Adapun akibatnya adalah 
berkaitan dengan hukum kekeluargaan, di mana dalam Islam diatur 
tentang pelarangan menikah (mahram). Adapun sebab pelarangan 
menikah terdiri dari dua sebab, yaitu: Pertama, mu’abbad artinya bahwa 
antara yang menyusui dan yang disusui tidak boleh menikah selamanya. 





Kedua, mu’aqqat artinya bahwa pelarangan menikah hanya bersifat 
sementara atau terbatas dengan waktu. Rad}a>’ah termasuk dalam kategori 
larangan nikah mu’abbad, sebagaimana hukum yang berlaku karena 
nasab.  
Para ulama ahli fiqh telah sepakat bahwa rad}a>’ah menimbulkan 
akibat ketahriman. Maksud tahrim adalah keharaman perkawinan karena 
susuan sebagaimana haram karena nasab. Hal ini didasarkan pada firman 
Allah SWT:  
                          
                    
                     
                         
                      
                  
 
Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu 
yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-
saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang 
perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang 
laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang 
perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan 
sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang 
dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi 
jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu 
ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan 
diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan 
menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang 
bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. 





Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. 
(QS. al-Nisa<’: 23)1  
 
Dalam ayat di atas Allah menyebutkan ‚ibu-ibumu yang menyusui 
kamu; saudara-saudara perempuan sepersusuan‛, dengan lafad} jamak 
sehingga perlu penjelasan. Kemudian Rasulullah menjelaskan dalam 
sabdanya:  
 
Dari Aishah ra katanya, Nabi saw berkata: ‚Diharamkan dari 
akibat persusuan sebagaimana diharamkan dari akibat keturunan 




Dari Ibnu Abbas ra; dia berkata: Rasulullah saw bersabda 
berkenaan dengan anak perempuan Hamzah: Dia tidak halal 
bagiku (menikahinya), sesungguhnya dia adalah anak perempuan 
dari saudara laki-laki sepersusuanku, diharamkan akibat susuan 
sebagaimana diharamkan akibat nasab, dia adalah anak saudaraku 
perempuan dari sepersusuan‛. (HR. Muslim)  
 
 
                                                          
1
 Yayasan Penyelenggara Penterjemah al-Qur’an Depag RI, al-Qur’an dan Terjemahnya 
(Surabaya: Ramsa Putra, 2002), 81. 
2
 Abi al-Husain Muslim bin al-Hajaj al-Qushari al-Naisaburi, S{ah}i>h al Muslim (Beirut: Da>r al-
Fikr, 2008), 1068. 
3
 Ibid., 1071. 





Maka jika melihat makna hadith di atas orang yang diharamkan 
untuk dinikahi sesuai dengan ijma’ ulama adalah:  
1) Ibu yang menyusui.  
2) Ibu dari ibu yang menyusui.  
3) Ibu dari bapak susu. 
4) Saudara-saudara perempuan dari ibu yang menyusui.  
5) Saudara-saudara perempuan dari bapak susu.  
6) Saudara-saudara perempuan sepersusuan.  
7) Anak perempuan dari saudara laki-laki sepersusuan.  
8) Anak-anak perempuan dari saudara perempuan sepersusuan.  
Rad}a>’ah, rid}a>’ah, rad}a>’, atau rid}a>’ adalah istilah (yang menunjuk) 
pada menghisap payudara dan meminum susu darinya. Pengertian rad}a>’ah 
tersebut menegaskan bahwa persusuan terjadi secara sempurna (langsung) 
oleh bayi kepada payudara ibu sehingga meminumkan ASI yang telah 
diambil dari ibu secara terpisah tidak disebut dengan rad}a>’ah.  
Dalam hukum Islam, persusuan menjadi hak dan tuntutan bagi ibu. 
Akan tetapi hal itu tidak bersifat mutlak karena persusuan bisa juga 
dilakukan oleh perempuan selain ibu. Persusuan oleh ibu sangat 
dianjurkan al-Qur’an, sebagaimana termaktub dalam surah al-Baqarah 
ayat 233:   
             





Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun 





Ayat di atas menunjukkan bahwa menyusui anak adalah anjuran, 
namun bukan kewajiban. Itu berarti ibu boleh saja memilih untuk tidak 
menyusui anaknya, meskipun hal tersebut berarti tidak melakukan yang 
lebih utama.  
Permasalahan di sini adalah teknis penyusuan dari ibu ke bayi 
sehingga mengakibatkan ketahriman dan sahnya pernikahan antar saudara 
persusuan tidak dijelaskan dalam al-Qur’an maupun hadith. Ayat al-
Qur’an tentang rad}a>’ah hanya menjelaskan tentang orang-orang yang 
haram dinikahi karena rad}a>’ah sebagaimana terdapat dalam surat al-Nisa’ 
ayat 23, serta masa penyusuan yang disyariatkan Allah selama dua tahun 
sebagaimana disebut dalam surat al-Baqarah ayat 233.  
Para ulama sepakat bahwa yang dikatakan rad}a>’ah dapat terjadi 
apabila yang disusui tersebut menyedot air susu dengan mulutnya secara 
sempurna (langsung) dari puting susu ibu susuannya. Akan tetapi para 
ulama berselisih pendapat tentang teknis penyusuan bayi kepada ibunya 
sehingga menyebabkan ketahriman. Menurut Imam Abu Hanifah 
penyususan secara terpisah atau yang menggunakan media untuk 
menghantarkan sampainya air susu ke dalam mulut bayi dengan cara 
mencampur susu tersebut dengan makanan atau minuman tidak 
                                                          
4
 Yayasan Penyelenggara Penterjemah al-Qur’an Depag RI, al-Qur’an dan Terjemahnya..., 38. 





menyebabkan akibat hukum rad}a>’ah. Karena air susu yang sudah 
dicampur dengan makanan atau minuman yang sudah dimasak tabiatnya 
sudah berubah atau tidak murni lagi, bahkan tidak dapat disebut air susu.
5
 
Berbeda dengan Imam Abu H{anifah dalam masalah ini adalah para 
imam setelahnya, yaitu Imam Malik, Imam Sha>fi’i, dan Imam H{anbali, 
mereka berpendapat bahwa air susu yang dicampur dengan makanan atau 
minuman tetap menyebabkan keharaman, sama halnya dengan air susu 
murni ataupun tercampur, tetapi air susu itu sendiri tidak hilang atau 
lebih dominan.  
Pemberian susu dengan dimasukkan lewat hidung dan mulut akan 
menyampaikan air susu tersebut ke bagian yang sama dengan menyusu 
yang dilakukan lewat payudara. Yaitu bersifat meninggikan tulang dan 
menumbuhkan daging. Oleh karena itu, penyusuan dengan dua cara 
tersebut disamakan dengan penyusuan melalui payudara. Disisi lain, 
masuknya sesuatu melalui hidung juga membatalkan puasa, sama dengan 
masuknya sesuatu melalui mulut. Dengan demikian, hukum yang 
ditimbulkan oleh dua cara penyusuan tersebut sama dengan hukum yang 
ditimbulkan oleh rad}a>’ (penyusuan melalui payudara).6  
Ibnu Hazm sendiri berpendapat untuk tidak menerima qiyas 
jumhur ulama. Menurut Ibnu Hazm qiyas yang dipakai jumhur ulama 
                                                          
5 Abi Bakr bin Mas’ud al-Kasani al-Hanafi, Bada’i al-S}ana’i fi Tartib al-Shar’i, juz II (Beirut-
Libanon: Da>r al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1997), 9. 
6 Abdullah bin Ahmad bin Qudamah, al-Mughni, terj. M. Sulton Akbar dan Ahmad Nur 
Hidayat, al-Mugni (Jakarta: Pustaka Azzam, 2013), 534. 





adalah qiyas yang batal, meskipun qiyas tersebut dianggap benar maka 
tetap mengandung unsur batal. Karena arti penyusuan pada dasarnya 
dipahami bahwa persusuan dari kambing serupa dengan persusuan pada 
seorang wanita, karena kedua model penyusuan tersebut mencakup dalam 
hal penyusuan dengan penyuntikan, melalui hidung dan melalui telinga, 
sedangkan jumhur ulama tidak menghukumi timbulnya hukum mahram 




Menurut Ibnu Hazm bahwa pendapat ulama yang mengatakan 
bahwa hujjah timbulnya hukum mahram adalah hilangnya rasa lapar yang 
dapat terpenuhi pemberian minum dan makan yang didasarkan pada 
hadith:  
Aishah ra berkata bahwa Rasulullah saw bersabda, ‚Perhatikan 
saudara laki-laki kalian, karena saudara persusuan itu akibat 
kenyangnya menyusu...‛  
 
Hal tersebut dapat dijadikan h}ujjah berdasarkan dua hal:  
a) Makna hilangnya rasa lapar tidak terjadi dalam penyusuan 
melalui mulut, karena bentuk penyusuan ini tidak dapat 
menghilangkan rasa lapar.  
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 Al-Imam Al-Jalil Ahmad bin Sa’id bin Hazm al-Andalusi, al-Muhalla bi al-Atsar, Juz 10 
(Beirut-Libanon: Da>r al-Kutub al-Ilmiyah, 1984), 185-186. 
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b) Hadith tersebut menunjukkan bahwa Rasulullah menghukumi 
mahram dalam persusuan yang dilakukan hanya karena adanya 
rasa lapar, dan Rasul tidak mengharamkan (perkawinan) 
dengan selain ini, karena itu tidak ada pengharaman karena 
cara-cara lain untuk menghilangkan  rasa lapar seperti makan, 
minum, persusuan melalui mulut dan lain sebagainya. 
Melainkan hanya rad{a>’ah saja.9  
Pendapat Ibnu Hazm di sini senada dengan pendapat Yusuf 
Qard}awi tentang teknis penyusuan ini. Qard}awi berpendapat, merujuk 
pada lafad} yang digunakan Al-Qur’an dalam surah al-Nisa’ ayat 23, 
bahwa Allah Swt tidak mengharamkan perkawinan dengan hal-hal yang 
berhubungan persusuan yang sedemikian. Menurut Qard}awi hikmah 
pengharaman penyusuan karena adanya sifat keibuan (umu>mah) yang 
menyerupai rasa keibuan satu nasab dan menumbuhkan rasa kekanakan 
(sebagai anak), persaudaraan (sesusuan), dan kekerabatan-kekerabatan 
lainnya. Sedangkan ASI yang diminum (terpisah) dari puting susu ibu 
tidak akan mendapatkan pengalaman tersebut.
10
  
Qard{awi juga beranggapan bahwa jika ‘illat susuan terletak pada 
menumbuhkan daging dan menguatkan tulang dengan cara apapun maka 
tranfusi darah yang dilakukan oleh seorang wanita pada seorang anak 
                                                          
9 Ibnu Hazm, al-Muhalla> bi al-Atsar, Juz 10...,187. 
10
 Hannan Putra, ‚Donor ASI dalam Fikih Islam‛, dalam 
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akan menimbulkan hukum mahram, karena darah lebih cepat 
dibandingkan dengan ASI dalam menumbuhkan daging dan menguatkan 
tulang.
11
 Sehingga masih menimbulkan keraguan, sedangkan hukum tidak 
dapat dipastikan dengan dugaan-dugaan, karena persangkaan adalah 




Akan tetapi, menurut al-Kasa>niy makna rid{a>’ (persusuan) lebih 
luas dari apa yang telah disebutkan tadi, makna menyusui adalah 
meminum ASI bagaimanapun caranya. Kata rid{a>’ tidak terbatas pada 
menyusui melalui payudara saja, bahkan orang Arab berkata ‚yati>mun 
rad{i>’un‛ seorang anak yatim meminum susu. Walaupun yang diminum itu 
adalah susu sapi atau kambing.
13
  
Di sisi lain, dalam menilai dapatkah hikmah dijadikan sebagai 
‘illat hukum, maka para ulama berbeda pendapat:  
a) Boleh secara mutlak, pendapat ini diperkuat oleh Imam ar-Ra>zi, al-
Baid{a>wi, dan Ibnu al-H{ajib;  
b) Tidak boleh secara mutlak, dan ini merupakan pendapat yang menjadi 
pegangan mayoritas ulama;  
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 Penulis kurang sependapat dengan gagasan Yusuf Qard}awi tentang peng-kias-an ASI dengan 
tranfusi darah ini, jika akibat dari keduanya didasarkan pada bertumbuhnya daging. Karena 
Deoxyribonucleic Acid (DNA) asing yang masuk ke tubuh individu baru (penerima tranfusi) 
tidak akan membawa perubahan yang berarti. DNA si penerima sendiri tetap akan terdeteksi 
lebih dominan sehingga kehadiran DNA asing pada tes darah dianggap sebagai ekstra saja. 
Sedangkan Air Susu Ibu (ASI) merupakan cairan biologis kompleks yang mengandung semua 
nutrien yang diperlukan untuk laju tumbuh kembang fisik anak. 
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 Yusuf al-Qardhawi, Fatwa-Fatwa Kontemporer, Jilid 3 (Jakarta: Gema Insani, 2002), 786. 
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c) Terdapat perincian (tafs}il), apabila hikmah dari hukum tersebut 
berupa sifat yang jelas dan bisa dibatasi, maka boleh menjadikannya 
sebagai ‘illat. Sedangkan jika hikmah tersebut samar, tidak jelas dan 
tidak bisa dibatasi maka hikmah tersebut tidak dapat dipakai sebagai 
‘illat. Pendapat ini dianut oleh al Amidi. Contohnya adalah kesulitan 
(mashaqah) yang merupakan hikmah diperbolehkannya melakukan 
qas}ar s}alat bagi yang bepergian.
14
  
Dilihat dari pendapat-pendapat tersebut maka dapat dipahami 
bahwa pendapat yang banyak dipakai adalah tidak boleh menggunakan 
hikmah secara mutlak untuk dijadikan ‘illat hukum. Bila dilihat dari hal 
ini maka adanya hikmah yang terkandung dalam sifat keibuan (umu>mah) 
yang dijadikan ‘illat dalam persusuan tidak dapat dijadikan ‘illat hukum, 
karena merupakan hikmah dari persusuan.  
Dari keterangan tersebut kita mempertanyakan kembali hukumnya 
menyusui dengan cara seperti dituangkan obat kedalam hidung atau ke 
dalam mulut baik melalui infuse atau lainnya. Menurut penulis, ‘illat 
hukum untuk permasalahan ini sudah jelas yakni terletak pada air susu itu 
sendiri, terlepas dari berapapun takaran penyusuan, masa penyusuan, 
teknis penyusuan, dan sampainya air susuan ke perut si bayi sampai 
mengenyangkan. 
                                                          
14
 Saifuddin Abi Al-Hasan Ali bin Ali bin Muhammad Al-Amidi, Al-Ihkam fi Us}ul Al-Ahkam, 
Juz II (Beirut: Da>r al-Kutub al-‘Ilmiyah, t.t.,), 12. 





Terkhusus juga untuk teknis penyusuan yang terpisah ini, dalam 
arti proses rad}a>’ah yang dilakukan dengan melalui media lain selain 
payudara. Hal itu bisa menyebabkan hubungan nasab dan menyebabkan 
larangan nikah, baik itu antara ibu dan anak, terlebih dengan sesama 
saudara sepersusuan.  
Pendapat Ibnu Hazm ini pun secara tersirat dibantah oleh Sayyid 
Sabiq, secara d}ahir segala macam susuan dapat menjadi sebab haramnya 
perkawinan. Hal tersebut terjadi sebab akibat hukum susuan yang 
sempurna, yaitu dimana anak tersebut menyusu langsung kepada 
perempuan dan menyedot air susunya, dan tidak berhenti dari menyusui 
kecuali dengan kemauannya sendiri tanpa sesuatu paksaan. Jika ia baru 
menyusu sekali atau dua kali hal ini tidak menyebabkan haramnya kawin, 
karena bukan disebut menyusu dan tidak pula bisa mengenyangkan.
15
  
Memang, untuk keadaan tertentu pendapat Ibnu Hazm bila 
ditinjau dari segi relevansinya dengan perkembangan ijtihad kontemporer 
yang memunculkan berbagai macam hukum baru sebagai metode yang 
dikembangkan oleh para ulama sedikit sesuai dengan kebutuhan akan 
pemecahan hukum. Pendapat yang ditawarkan Ibnu Hazm ini bisa 
menjadi salah satu dari sekian banyak alternatif pemecahan. Akan tetapi 
pemanfaatannya sangat tergantung keadaan situasi dan kondisi serta 
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disesuaikan dengan kebutuhan dan kepentingan ideal dalam menjawab 
persoalan-persoalan hukum yang timbul.  
Permasalahan kontemporer yang relevan dengan pendapat Ibnu 
Hazm adalah permasalahan Bank ASI atau donor ASI. Kalau 
permasalahan Bank ASI ini disandarkan pada pendapat mayoritas ulama, 
maka status hukum Bank ASI seperti halnya rad}a>’ah yang mengakibatkan 
hubungan nasab dan terhalangnya nikah.  
Oleh karena itu, penulis tidak sependapat dengan pemikiran yang 
ditawarkan oleh Ibnu Hazm terkait bolehnya menikah dengan saudara 
sepersusuan yang tidak langsung menetek kepada puting susu ibu 
susuannya. Jika ditinjau dari air susu sebagai ‘illat hukumnya, maka 
kebolehan menikah dengan saudara sepersusuan ini tidak dapat dijadikan 
landasan hujjah. Terlepas dari pemahaman masing-masing individu 
terhadap asal muasal dan latar belakang timbulnya akibat hukum yang 
menjadikan saudara sepersusuan tersebut mahram. Dalam persusuan yang 
terpisah (persusuan yang tidak langsung dari puting susu ibu) ini memang 
tidak ditemukan ukuran atau kadar penyusuan secara pasti. Akan tetapi 
takaran persusuan tersebut tidak dapat digunakan untuk menentukan 
seberapa jauh kepastian rad}a>’ah yang menyebabkan nasab dan 
terhalangnya nikah. Di mana batas minimal sedotan bayi adalah lebih dari 
tiga kali hisapan. Terlebih lagi apabila susu tersebut sudah dicampur 





dengan makanan atau melalui media yang lain selain langsung dari puting 
si ibu.  
Jadi yang menjadi pokok dalam penyusuan yang menyebabkan 
nasab dan larangan perkawinan adalah tidak hanya pada teknis 
penyusuan, yaitu bertemunya puting si ibu susuan secara langsung atau 
tidak langsung dengan mulut si bayi. Namun harus melihat pada ‘illat  
penyusuan itu sendiri, yakni air susu, sekalipun dalam permasalahan 
rad}a>’ah ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Syarat tersebut adalah 
usia bayi yang menyusu, perempuan yang menyusui dan kadar sususan.  
 
B. Analisis Al-Mas}lah{ah Terhadap Pemikiran Ibnu Hazm Tentang 
Kebolehan Menikah Dengan Saudara Sepersusuan 
 
Al-mas}lah}ah adalah kemaslahatan yang meliputi segala yang 
mendatangkan manfaat, baik melalui cara mengambil dan melakukan 
sesuatu tindakan maupun dengan menolak dan menghindarkan segala 
bentuk yang menimbulkan kemud}aratan dan kesulitan.  
Berdasarkan pengertian tersebut, pembentukan hukum 
berdasarkan kemaslahatan ini semata-mata dimaksudkan untuk mencari 
kemaslahatan manusia. Maksudnya di dalam rangka mencari yang 
menguntungkan, dan menghindari kemud}aratan manusia yang bersifat 
sangat luas. Mas}lah}ah itu merupakan sesuatu yang berkembang 





berdasarkan perkembangan yang selalu ada di setiap lingkungan. 
Mewujudkan al-mas}lah}ah merupakan tujuan utama hukum Islam. Dalam 
setiap aturan hukumnya sehingga lahir kebaikan atau kemanfaatan dan 
terhindarkan keburukan dan kerusakan, yang pada gilirannya 
terealisasikan kemakmurannya dan kesejahteraan di muka bumi dan 
kemurnian pengabdian kepada Allah. Sebab mas}lah}ah itu sesungguhnya 
adalah memelihara dan memperhatikan tujuan-tujuan hukum Islam. 
Bukan oleh hawa nafsu manusia.  
Oleh karena itu, dibentuk syarat-syarat dalam al-mas{lah{ah sebagai 
metode istinbat} hukum Islam, di antaranya:  
1. Kemaslahatan sesuai dengan prinsip-prinsip apa yang ada dalam 
ketentuan sha>ri‘, yang secara us{u>l dan furu>’-nya tidak bertentangan 
dengan nas}. 
2. Kemaslahatan hanya dapat dikhususkan dan diaplikasikan dalam 
bidang-bidang sosial dimana dalam bidang ini menerima dengan 
rasionalitas dibandingkan dengan bidang ibadah, karena tidak diatur 
secara rinci dalam nas{. 
3. Berupa mas{lah}ah yang hakiki, bukan mas{lah}ah yang bersifat dugaan. 
Yaitu agar dapat direalisir pembentukan hukum suatu kejadian itu, 
dan dapat mendatangkan keuntungan atau menolak mud}arat. 
4. Berupa mas}lah}ah yang umum, bukan mas}lah}ah yang bersifat khusus 
(perorangan). Yaitu agar dapat direalisir bahwa dalam pembentukan 





hukum suatu kejadian dapat mendatangkan keuntungan kepada 
kebanyakan umat manusia, atau dapat menolak mud}arat dari mereka, 
bukan mendatangkan keuntungan pada seseorang atau beberapa orang 
saja di antara mereka.  
5. Hasil mas}lah}ah merupakan pemeliharaan terhadap aspek-aspek 
d{aru>riyyah, h{{a>jiyyah, dan tah{si>niyyah. Metode mas{lah{ah adalah 
sebagai langkah untuk menghilangkan kesulitan dalam berbagai aspek 
kehidupan, terutama dalam masalah-masalah sosial kemasyarakatan.  
Imam al-Ghazali memberikan beberapa syarat dalam 
mengistinbatkan hukum menggunakan al-mas{lah{ah diantaranya:  
1. Mas}lah}ah itu sejalan dengan jenis tindakan-tindakan shara>‘.  
2. Mas}lah}ah itu tidak meninggalkan atau bertentangan dengan nas{ 
shara>‘.  
3. Mas}lah}ah itu termasuk kedalam kategori mas}lah}ah yang dar>uri, baik 
yang menyangkut kemaslahatan pribadi maupun kemaslahatan 
universal artinya berlaku untuk semua orang tanpa terkecuali.  
Mengacu pada analisis di atas dapat disimpulkan secara mas}lah}ah 
bahwa pendapat Ibnu Hazm tentang membolehkan adanya pernikahan 
antara saudara sepersusuan yang disebabkan karena persusuan terpisah, 
pertama, dilandaskan pada firman Allah dan hadith Nabi dan telah 
melalui metode istinbat{. Dasar-dasar hukum yang digunakan Ibnu hazm 
diantaranya adalah:  





           
  
...ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan 
sepersusuan (QS. Al-Nisa>’: 23)16  
 
Pendapat tersebut juga didasarkan pada hadith Nabi yang 
berbunyi:  
 
Diharamkan akibat susuan sebagaimana diharamkan akibat nasab. 
 
 
Berdasarkan kedua dasar tersebut, menurut Ibnu Hazm yang 
dinamakan dengan rad}a>’ah yang menyebabkan ketahriman adalah harus 
dilakukan secara sempurna, yaitu antara puting perempuan yang 
menyusui dan mulut bayi bertemu langsung. Dengan gambaran seorang 
perempuan yang menyusui meletakkan putingnya ke dalam mulut bayi 
dan bayi menyedot air susu perempuan tersebut. Apabila kejadiannya 
tidak seperti itu, maka menurut Ibnu Hazm tidak bisa disebut dengan 
rad}a>’ah dan tidak menyebabkan ketahriman hubungan persusuan. Proses 
yang lain bisa dilakukan dengan mengambil susu perempuan kemudian 
dimasukkan dalam mulut bayi, atau susu tersebut dicampur dengan 
makanan kemudian makanan itu dimasukkan dalam mulut bayi.
17
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 Al-Imam Al-Jalil Ahmad bin Sa’id bin Hazm al-Andalusi, al-Muhalla bi al-Atsar..., 185. 





Dalam hal ini Ibnu Hazm telah mencoba menjembatani antara 
alam teks (manqu>l) dan logika (ra’yu>), sehingga meskipun beliau disebut 
ulama tekstualis literalis
18
 dan banyak pandangan-pandangan beliau 
berbeda dengan kebanyakan ulama (jumhur) akan tetapi mengenai sasaran 
dan sesuai dengan kebenaran serta konteks sosial tertentu. Akan tetapi 
dalam hal ini sangat bertentangan dengan pendapat jumhur ulama pada 
umumnya yang menetapkan ketahriman saudara sepersusuan, baik teknis 
penyusuannya dilakukan langsung antara puting si ibu susuan dengan 
mulut si bayi dan secara tidak langsung, sehingga tidak dapat dijadikan 
landasan hukum. Hal ini didasarkan pada kaidah;  
 
Jika ada beberapa kemaslahatan bertabrakan, maka maslahat yang 
lebih besar (lebih tinggi) harus didahulukan. Dan jika ada beberapa 
mafsadah (bahaya, kerusakan) bertabrakan, maka yang dipilih 








Permasalahan ini mempunyai dalil yang pasti dalam al-Qur‘an, 
yang secara tersirat pula permasalahan rad}a>’ah secara tidak sempurna ini 
termaktub di dalam Al-Qur’an surat Al-Nisa >’ ayat 23;  
                                                          
18
 Melihat nas} dengan berhenti pada petunjuk teks-nya dan tidak melampaui batas-batasnya. 
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 A. Djazuli, Kaidah-Kaidah Fikih (Jakarta: Kencana, 2014), 11. 
20
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Dari ayat tersebut sangat jelas bahwa ‘illat persusuan adalah air 
susu itu sendiri, baik persusuan yang secara teknis dilakukan langsung 
antara mulut si bayi dan puting si ibu maupun tidak sempurna atau 
dilakukan melalui media makanan atau botol. Keduanya menimbulkan 
akibat ketahriman, baik kepada si ibu susuan dan anak susuan maupun 
antar saudara sepersusuan. 
Kedua, jika mengacu pada segi al-mas}lah}ah, dilarangnya 
pernikahan antara saudara sepersusuan ini termasuk dalam al-mas}lah}ah 
al-mu‘tabarah, yaitu kemaslahatan yang didukung oleh shara>‘ dimana  
ada dalil khusus atau spesifik yang menjadi dasar bentuk dan jenis 
kemaslahatan tersebut. Selain itu pemikiran Ibnu Hazm ini kurang 
relevan untuk dijadikan acuan pemecahan masalah kontemporer saat ini 
seperti Bank ASI dan donor ASI.  Misalnya dalam konteks Bank ASI, jika 
didasarkan pada pendapat Ibnu Hazm maka akan semakin menimbulkan 
perasaan tidak acuh pada sebagian masyarakat dalam mendayagunakan 
ASI yang berasal dari Bank ASI maupun dari kegiatan donor ASI. Lebih 
dari itu kekhawatiran juga akan muncul dari kurang pedulinya si ibu 
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untuk memberikan ASI ekslusif kepada bayinya setelah adanya kegiatan 
donor ASI dan Bank ASI.  
Hal ini dapat ditinjau dari segi kualitas dan kepentingan 
kemaslahatan, dimana seharusnya sesuatu yang dianggap kemaslahatan 
itu yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia 
dan di akhirat. Diantaranya harus sesuai dengan al-us}ul al-khamsah; hifz} 
al-di>n (memelihara agama), hifz} al-nafs} (memelihara jiwa), hifz} al-‘aql 
(memelihara akal), hifz} al-nasl (memelihara keturunan), dan hifz} al-ma>l 
(memelihara harta). Jika mengacu pada al-us}ul al-khamsah tersebut maka 
pendapat Ibnu Hazm tentang kebolehan menikah dengan saudara 
sepersusuan ini bukanlah termasuk sebuah al-mas}lah}ah, karena 
bertentangan dengan kelima-limanya, khususnya pada hifz} al-nasl 
(memelihara keturunan). 
Terlepas dari itu semua, pendapat Ibnu Hazm ini mungkin akan 
sedikit membantu dalam hal tercukupinya gizi bagi bayi karena kita tahu 
bahwa masih ada beberapa bayi yang tidak memperoleh ASI yang cukup 
baik karena kesibukan sang ibu ataupun karena penyakit yang diderita ibu 
tersebut.  
Selain itu, Wahbah Zuhailiy juga kurang sependapat dengan 
pemikiran Ibnu hazm terkait kebolehan menikah dengan saudara 
sepersusuan karena sebab persusuan yang terpisah ini. Pendapat Ibnu 
Hazm tentang meminum susu dengan perantaraan botol, gelas, dan 





sebagainya yang tidak menganggap itu sebagai penyusuan (rad}a>’), di 
kritisi oleh Wahbah Zuhailiy dengan pendapat bahwa perantaraan untuk 
meneguk susu tidak diambil karena pada pandangan jumhur ulama, ‘illat 




Akan tetapi dalam keadaan tertentu pernikahan dengan saudara 
sepersusuan karena sebab persusuan yang terpisah ini menurut hemat 
penulis dapat dilaksanakan selama dilandasi dengan kehati-hatian akan 
hal-hal yang bisa merusak mas}lah}ah karena tercampurnya nasab yang 
membingungkan demi terpeliharanya kemurnian keturunan (hifd}u al-
nasab). Keadaan tertentu yang di maksud penulis semisal jika timbul 
kesulitan dalam meng-identifikasi asal-usul atau latar belakang 
persusuan. 
Selain itu kehati-hatian terhadap percampuran nasab karena 
rad{a>’ah mendapat perhatian dari Sayyid Sabiq yang berpendapat bahwa 
banyak dari manusia menganggap mudah dalam hal persusuan. Sehingga 
mereka menyusukan anaknya pada seorang atau beberapa wanita, dan 
tidak ada petunjuk untuk mengetahui anak-anak dan saudara wanita yang 
menyusui, begitu juga anak-anak suaminya dari selain wanita tersebut. 
Hal tersebut ditujukan untuk mengetahui akibat hukum yang timbul, 
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seperti hukum mahram dan hak-hak kekerabatan baru yang telah 
dijadikan oleh sha>ri’ seperti keturunan. Sehingga rentan terjadi 
perkawinan yang dilakukan oleh seorang lelaki dengan saudara 
perempuan maupun bibi dari ibu dan ayah dari hubungan sepersusuan, 
sedangkan lelaki tersebut tidak mengetahuinya. Maka diwajibkan adanya 
sikap kehati-hatian yang tinggi dalam masalah ini, sehingga manusia 
tidak akan terjatuh dalam hal-hal yang dilarang.
23
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Berdasarkan pembahasan dan pemahaman yang telah penulis 
paparkan dalam bab-bab sebelumnya, skripsi ini dapat disimpulkan: 
1. Ibnu Hazm membolehkan menikah dengan saudara sepersusuan,
karena disebabkan oleh persusuan yang terpisah antara mulut bayi dan 
puting ibu susuan. Hal ini dikarenakan menurut Ibnu Hazm yang 
disebut persusuan (rad}a>’ah) yang sempurna adalah antara mulut bayi 
dan puting perempuan yang menyusui bertemu secara langsung. 
Apabila tidak secara langsung (terpisah), seperti dicampur dengan 
makanan atau minuman atau melalui media seperti botol atau gelas, 
maka hal itu tidak menyebabkan hubungan nasab dan keharaman 
perkawinan. Oleh karena itu, maka beliau berpendapat hal tersebut 
tidak menyebabkan keharaman perkawinan. Ibnu Hazm menolak 
peng-qiyasan rad}a>’ah yang sempurna dengan rad}a>’ah yang secara 
terpisah. Alasan Ibnu Hazm untuk menolak qiyas dengan 
menyerupakan rad}a>’ah bayi yang disusui oleh kambing dengan bayi 
yang disusui oleh seorang perempuan. Kenapa keduanya tidak 
menyebabkan rad}a>’, padahal keduanya sama-sama menyusui. 





2. Ditinjau dari sudut pandang al-mas}lah}ah, dilarangnya pernikahan 
antara saudara sepersusuan ini termasuk dalam al-mas}lah}ah al-
mu‘tabarah, yaitu kemaslahatan yang didukung oleh shara>‘ dimana  
ada dalil khusus atau spesifik yang menjadi dasar bentuk dan jenis 
kemaslahatan tersebut. Selain itu pemikiran Ibnu Hazm ini kurang 
relevan untuk dijadikan acuan pemecahan masalah kontemporer saat 
ini seperti Bank ASI dan donor ASI.  Misalnya dalam konteks Bank 
ASI, jika didasarkan pada pendapat Ibnu Hazm maka akan semakin 
menimbulkan perasaan tidak acuh pada sebagian masyarakat dalam 
mendayagunakan ASI yang berasal dari Bank ASI maupun dari 
kegiatan donor ASI. Seharusnya sesuatu yang dianggap kemaslahatan 
itu yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di 
dunia dan di akhirat. Jika mengacu pada al-us}ul al-khamsah; hifz} al-
di>n (memelihara agama), hifz} al-nafs} (memelihara jiwa), hifz} al-‘aql 
(memelihara akal), hifz} al-nasl (memelihara keturunan), dan hifz} al-
ma>l (memelihara harta), maka pendapat Ibnu Hazm tentang kebolehan 
menikah dengan saudara sepersusuan ini bukanlah termasuk sebuah 
al-mas}lah}ah, karena bertentangan dengan kelima-limanya, khususnya 
pada hifz} al-nasl (memelihara keturunan). 
 
B. Saran  
Berdasarkan hasil penelitian tersebut, maka disarankan kepada:  
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1. Masyarakat muslim, khususnya di Indonesia agar berhati-hati dalam
menyikapi permasalahan rad}a>’ah atau susuan. Karena persusuan 
merupakan masalah yang sangat urgen serta mempunyai akibat yang 
sangat erat hubungannya dengan perkawinan, yaitu salah satunya 
untuk menjaga kemurnian keturunan. 
2. Masyarakat pada umumnya, khususnya ibu-ibu, karena masih banyak
dari kalangan tersebut menganggap mudah dalam hal persusuan. 
Sehingga menyusukan anak pada seorang atau beberapa wanita, dan 
tidak ada petunjuk untuk mengetahui anak-anak dan saudara wanita 
yang menyusui, begitu juga anak-anak suaminya dari selain wanita 
tersebut. Oleh karena itu, setiap dari kita hendaknya berbekal 
pengetahuan dan kehati-hatian dalam pengaplikasian hukum keluarga, 
terutama dalam masalah persusuan. 
3. Kalangan pelajar atau mahasiswa yang masih menempuh studi,
khususnya studi di bidang hukum keluarga islam, agar terus menggali 
dan menginformasikan kembali mengenai pesan-pesan Al-Qur’an dan 
H}adith, khususnya nas{ yang menjadi qayyid terhadap kemutlaqan nas{. 
Oleh karena itu masih diperlukan banyak studi atas pemikiran tokoh-
tokoh klasik yang mempunyai interpretasi berbeda dengan tokoh-
tokoh pada umumnya dalam hukum perkawinan Islam. 
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